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Menerobos Blokade Akademis-Timiah

EKONOMI PANCASILA DAN DEMOKRASI EKONOMI?
Sri-Edi Swasono

BAB1

SISTEM EKONOMI KONSTITUSI:
KOMPETITIVISME versus KOOPERATIVISME

Pengantar

Hakikat sistem ekonomi Indonesia bertolak-belakang
dengan hakikat sistem ekonomi Barat. ‘

Sistem ekonomi Indonesia (Ekonomi Pancasila/Ekonomi
Konstitusi) bertitik-tolak dari  ideologi kebersamaan dan

kekeluargaan, di mana manusia orang-seorang adalah makhluk
sosial (homo-sacious )

7 FGD Kelembagsan Sistem Ekanomi, XOMITE EKONOMI DAN INDUSTRI
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Yogvakarta, 21-23 Januari 2009,

* Home-soctus adalb monusia sebogai makhluk sosial, artinya monusia yang
memyadan balwa tidak bisa Sidup sendini, tetapi sesame manusia saling membntuhkan
satw sama lain, kareoa nakari atou Reinginanva untak selals hidup bersama dengan orang
Inin sesnmanya, manusia hich ) berkdampok, Mekanisme kehidupan berkelompok adalah
hidupnya semangat bergotong-rovong, M Indonesia hidup bergotong-rovong. dilenal di
selurah Indomesio, antara lxir. tecbukti ndanya istilnh'mﬂzh I:ortzl umuk gotong-ravang,
Istilah “meuseurapa” ndalah istilab Jokal untuk getosg-ravang di Aceh. D Tapsnuli untuk
gotoag-rayong digunakan isti ab “marsicdapari™; di Minangkabau *gorang-ropong”; di
Jawn  Tengah/Tinwr “gatong-royorg™s dl Periangan/Javen Barat “sawyuman® atsu
“sabilidungan™; di Madurn “ziungranmg™ atan “songasong lombuang”: di Kalimantan

Sementara itu sistem ekonomi Barat bertitik-tolak dari
ideologi liberalisme dan individualism, di mana orang-seorang
adalah homo-economicus.®

Lebih lanjut sistem ekonomi Indonesia yanz berdasar
ideologi kebersamaan itu dapat kita senyawakan dengan doktrin
mutualism® atau ke-jema’ah-an, dan kekeluargaan dapat kita
senyawakan brotherhood atau ke-ukhuwah-an (yang bukan
kinship nepotistic). Oleh karena itu kita sebagai dosen dan
ekonom Indonesia perlu memahami perbedaan mendasar antara
sistem ekonomi Indonesia dengan sistem ekonomi Barat.

Untuk jelasnya perlu saya gambarkan melalui Bagan
berikut ini:

Selatan (Banjar) * wi baimbai® atgu “manutung”; Kalimantan Timur (Kutai)
“hebaye” atan "alah " Makassar (Sulawesi Selatan) “sipatuo-siparokong”; &
Mapado (Sulawesi Utarn) “mapafus™; di Kepalovan Sangic Taleud (Sulawesi Utarn)
“mane'e”; di Maluku Te *masohi®; Maluku Utara (Temate, Tidore, Bacan, Jailok)
“bobari™ di Timor (Tetun) “hakawaek™; di Bunog (Nusa Teoggars Timur)y *lurin®; di Bali
“mengame-braye”. Lihat S-Edi Swasono, Keindowesiaen (Vogyakarta: UST-Press,
2017), him. 13-15. Lihat pula Sri-Edi Swasono, “Indonesia Negara Gotoag-Royvag ™, hasian
Kedaulatan Rakyar, Yogvakarta, 29 Agustas 2018,

o " Homo econoomicus” atan ‘manusis ekonoml' adalab ngen ndividual yurg
berads di pusat teori ekomomi neoklagik (teord atilitarian, hedonis dan miukgmllmn
ek diri-sendin, yang rasionalis dan bevetika iodividualis). Ta egois, rasionnl, berspaya
untok mencapai ulilites soccars maksimum, In bertindak secars independen dan noo-
kooperatif, sebagnl atom sasial yang terisolasi tanps mempunyal nalun nan mosyurakat
wekitarnys, dan perilakunya dimotivasi semata-mota oleh kepentingan-dizi pribadi secarn
semnpit. Fconomic mon staw masusts okopomi bessifat materialstic wnpo emosi
samasekali dan merupakan manusia yang membuit perbitungss dengan kepala dingin: in
seorang ‘egois yang msional'... ‘Homo economicus’ modem secarn Bengis bersikap
rasional, i tamak dan oportunistik; is tak dapat dipercayn dan s tidak mempercayni
arang lain, in tidak mampu memberi komitmen dae akan selalu berupaya watek mendapat
manfaat secarn £a15; (8 menganggap keegoisannya serta segaln sifut dan pe_nhkuma
sebagai wajor,.”. Dikutip dari M. Tervesa Lunstl, Ethical [ssues in Bcmomics: From
Altruism 1o Cooperation fo Equity (Londor: Mac Milan Press, 1997), hlie. 139-140. Libat
puli Sid-Edl $wosono, Fhspase Ekonomika (Yogeakarta: Pustep UGM, 2058), hlm, 11

0= Mutualism, the doctrine thar the interdependerce of sociae elements is the
primary determingnt of individual and social relations, especielly the theory that
carmman awrership of property, or oollective effort and contral govermed by sentimenrs
of bratherfiood and mutwal aid, will be benefieial to both the individuz and sociery...",
{(Wehster's).
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BAGAN INDUK: SISTEM EKONOMI
FRONOMILIBERALISME VERSUS ERONOMI PANCASTLA/DEMOXKAST EXONOM T INDONESIA

Kumvensional: Neodussleal Econamics
Neoliberalivme /Kapitalisme

Kont rer: Puncasila Econonics
] rash Ekonomi Indonesia

Pasal X2 UUD 1988 '
KOMPETITIVISME — L KOOPERATIVISME
» Liberalizn/Asas Kehebzsan Pribadi * Asas Kehbersamaan/ Muty alism
o IndividualizmAsys Perorangan o Asns Kekeluargann/ rotherfiood
_* Selfiinteres * Mutwalinterest
o Competitive-baxed veonrnntics + Cooperation-based cconmmics
Competitiviem/ Kompetitivisme Cooprerativiam/Kooperativisme

» Freefight Compaetition
* DaywSalng, (ext) the wmer-take-all
| * Market-sovervigniy/” Daulat-Pasar”™
| (reesmarket, marker-scoervigniy)
Prursuing economic utility: prafit and
malerial xatigfection

U Homo-Economicus

o Self-interext-centored ‘
Mengutamakan kKepentingin/ pamrih
| pribodl
|+ Capital-contered
Mengutamakan Modal
(moxlal sentral-substunsdal)
« Maxinmen private eorperarion gain

|+ Daya-Kerjasama Sineryis

+ Cooperation, treaty. alliance

* Pvople-sovercignty/ “Daulat-Rakynt”
(state intervention, peoplde-
sovereigniy).

Pursiting economic, sovial, moral
and ethical wtilities

» Homo-Humanus
Homo-Socious
Homo-Ethicus
Homo-Religious
Homo-Digitalis
Homo-Magnificies

o Mutual-interest-contered
Mengutamalan kepentingan
hersama/Nepentingun sosiol

—
1

|r Peoplecentoned, peaple-Daxed

Mengutamakan Manusin

« Mexdmum soctetal welficre
~Maksimum Kesejulttersom Sosial

Makaimum Keuntungsn Individe
+ Faploitatory ec e rentsecking

Lksploitasi Ekonomi

(shstem chonomi subordinasi) |
o Inedicddisal-based business ownershi

Femilikun Bisniy Berbasis Individua

« Social Ideology: Charity, Altruisme-
Phitonthropy
lelealogi Sosial: caritus. Slantropl |

* Economic Democracy/Demakrass
Fkonomi {partisipasi-omansipasi
ckonomi, grass-roots economy)

« Stake-holder-based busincss
wwnership < co-menerslap, co.
determination, co-resporsibility
Pemilikan Bisnis Berbasis
Keberswmaan/Publik (Tviple Co)

+ Sacial Ideology: Socinl/Cltizen Right

Ideologl Sasial: hukhak sosial rokynt

1
|
Cmunesin sentral-substansind) I

Dalem Demosrasi Poisie BArtisipast polits dn Ipas) petein o
Eonami Bertaku puls partisipai ex | dan | ok 0
Datam Kesk | fape aran aos vare”, domekrac Rt
BOMNSAT YONE SRV ane vade . h politik, Raras b dipiin®,
» d dhsakii™.
Qleh karena fu Pasal 33 UUD 1945 yang pa tirink anth Besar,
torapl yang besse tu hasus dimilikl orang ada & pemilican solsas

feannya.

Sistem Ekonomi Konstitusi Indonesia

Sistem ekonomi Indonesia tidak-bisa-tidak harus mengi-
kuti pesan Konstitusi, yaitu Pembukaan (Pancasila), Pasal 27
ayat 2, Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, di mana Pasal 33 adalah
pasal sentralnya.

Mengingat Pasal 33 diformulasikan oleh Mohammad
Hatta dalam sidang-sidang BPUPKI 1945, yvang corat-coretan
draft-nya sudah dimulai sejak masih di dalam pembuangan di
Boven Digoel (1934), maka ada baiknya kita mencoba memahami
lebih dalam latar belakang pemikiran Mohammad Hatta
(sesudahnya), sebagai berikut:

*...Revolusi Indonesia yang dicetuskan dengan Prokla-
masi 17 Agustus 19495, yang disemangati Pancasile ridak
mengenal jalan kanan atau jalan kivi, tetapi hanga mengenal
Jualan Iurus yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa...".
(Hatta, 1966).

“.Tidak ada ilmu ekonomi yang dapat dibangun
bebas daripada keyakinan politik dan agama...maka sistem
ilmiah daripada ekonomi harus mempunyai dasar sosial yang
luas.. tdak ada ilmu yang “wertfrei” (bebas-nila’)... . Politik
perekonomian mengemukakan tufvan yang normatif, co-
raknya itu ditentukan oleh ideclogi, politik negara dan paham
kemasyarakatan... . Lingkungan tempat kita dilahirkan dan
hidup sebagai anggota masyarakat, tingkat kecerdasan hidup
dan kebudayaan bangsa, undang-undang negers, organisasi
yuridis dan sosial serta adat-istiadat yang berlaku, cita-cita
kemasyarakatan, perasaan dan pandangan etik, kekuatan
moril dan moral bangsa semuanya berpengaruh atas tujuan
perkembangan orde ekonomi tidak terlepas dari pandangan
hidup (Hatta, 1967). ... Pada tahun 1926 Keynes sudah dapat
mengatakan “the end of laissez-faire". ... fekonomi! berangsur-
angsur melangkah ke jurusan “ordening”, ekonomi diatur...".
(Hatta, 1967).



Sementara itu perlu kita menghayati pesan Pembukaan
UUD 1945 di mana ada terkandung suatu pesan yang konkruen
dengan sistem ekonomi Indonesia, sebagai berikut:

UUD 1945 menegaskan cita-cita kemerdekaan Indonesia
untuk:

“..membentuk suatu pemerintah negara Indonesia
yang melinduxgi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah /ndonesia dan untuk memajukan kesefahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan tkut melaksa-
nakan ketertibon dunia yang berdasarkan kemerdekaan, per-
damaian abadi dan keadilan sosial...”,

Lebih lanjut kita cermati UUD 1945 Pasal 1 yang
menyatakan bahwa “kedaulatan adalah di tangan rakyat..”

Seperti apa itu sebenarnya hakikat dan dimensi ke-
daulatan rakyat? Mohammad Hatta disebut sebagai “Bapak
Kedaulatan Rakyat™ pada Peringatan 1 Abad Bung Hatta (12
Agustus 2002), dan Mohammad Hatta menjelaskannya pada
tahun 1931 sebagai berikut;

“..Bagi kita, rajat itoe jang oetama, ra’jat oemoem jang
mempoenjai kedaoelatan, kekoeasaan (souvereiniteit), Karena
rajat itoe jantaeng-hati Bangsa. Dan rajjat itoelah jang men-
djadi oekoeran tinggi rendah deradjat kita, Dengan rajjot itoe
kita akan naik dan dengan rajat kita akan toeroen. Hidoep
ataoe matinje Indonesia Merdeka, semoeanja itoe bergan-
toeng kepada semangat rafiat. Pengandjoer-pengandjoer dan
golongan kaoer terpeladjar baroe ada berarti, kalaoe dibela-
kangnje ade rajat jang sadar dan insjaf akan kedaoelatan
dirinja...”. (Mohammad Hatta, Daulat Ra'jat - 20 September 1931).

Dari pemahaman apa vang dikemukakan di atas, kemu-
dian melihat berbagai penyelewengan fundamental terhadap
pelaksanaan sistem ekonomi berdasar Konstitusi, pada tanggal 9

Februan 2010 di Jakarta dibentuklah AEPI (Asosiasi Ekonomi
Politik Indonesia).#

Sistem Ekonomi Indonesia Berdasar Doktrin Kerak-
vatan

Mengulangi apa yang dikemukakan di atas, doktrin
kerakyatan Indonesia naratif seperti diungkapkan di atas adalah
bersumber pada:

1. Pembukaan UUD 1945 menegaskan perkataan: “melin-
dungi segenap bangsa Indonesia”, “memajukan kesejahteraan
umum”, “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan “sila-sila
Pancasila”,

2. Pasal 1 UUD 1945 lebih mengerucutkan paiam kerak-
yatan Indonesia, yang menegaskan bahwa “kedaulatan adalah di
tangan rakyat”,

3. Selanjutnya Pasal 27 ayat 2 menegaskan paham
kerakyatan ini dalam narasi: *Tiap-tiap warganegara berhak
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kema-
nusiaan”, “Tiap-tiap warganegara” bermakna “rakyat banyak”
atau “seluruh rakyat”, yang founding fathers kita menegaskannya
pesan Konstitusi ini sebagai “hak sosial rakyat".

4. Tentulah pula kata-kata vang terdapat di Pasal 33
UUD 1945 seperti: “hajat hidup orang banyak”, “sebesar-besar

O AEPI dideklwrasikan oleh para aludemisi dami 22 pergmrasn tinggl di
Indonesla, termasuk peogamat, jurnalis dan uktivis lem swadara masynmbkat.
Tercatat sebagni pengurus Dr. Resrisond Baswie, Dr. Icksanwddin Noorsy, Dr. Syamsul
Hacli, Dr. Hendn Suparini, Prof. Ahmod Erani Yastika, Henry Saragih, Dand Setiawan,
Indra Lubss, Sahmu:.ﬁin Daeng. Tokoh-tokoh yung tedibat dalam pendicin AEPI antarn
lain: Kwik Kian Gie, Prof. Sri-Edl Swasono, Prof. Mochtar Mas'oed, Prof. Muhammad
Mustofa, Prof. Sediooo Tjondronegoro. Prof. Zalhasell Nasir, Dr. Gueawan Wirndi,
Soegeng Sarjadi, Prof. Mohammad Maksum dan beberapa bagl. Sehsgai geeaksn dari
kekompok intedekiual yang tegas-tegas menyatakan hahwa ok i pelitik bangsa ind
telah madencong dari cita-cita Pn)kﬁmwi Kemerdeknan, merekn schkoligns menyatakan
penclakaneya terhodap neoliberalisme, neokolondnlisme dan pasar-bebos yang menyertai
globolisasi. Gerakan AEP! ini bertednd untuk melanjutkan perjuangsy pora perdivi
bangsa untuk mewujudkan perckonomian nasional yang demokratis, berkendilan sossa
dan mandirl, sebagaimana yang digarskan oleh UUD 1945, khasusnya Pasal 33.
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kemakmuran rakyat” lebih mempertegas pah
dalam Konstitusi kita. EER RN Sy
5. Demikian pula Pasal 34 UUD 1945 menvyatakan:
“Fakir "mlskinfdm:f anak-znak yang terlantzlia I}dgipeliba{': oleh
negara”, yang founding fathers kita ka i
sl L ng fe menegaskannya pula sebagai
6. Dapat saya tambahkan dalam konteks Konstitusi,
bahwa Pasal 18 UUD 1045 (mengenai Otonomi Daerah) dan Pasal
23 UUD 1945 (mengenai Hal Keuangan Negara) adalah

pendukung sistem ekonomi Indonesia berdasa i
kerakyatan itu. O e

Dari sinilah para ekonom kerakyatan me teguh
Doktrin Kerakyatan, bahwa dalam menetapkan m:fsagan
ckonomi, kita berpedoman kepada “Daulat Rakyat” (dan bukan
kepada “Daulat Pasar™).

Dari sinilah pila maka kita harus mendesain ekonomi
rakyat berdasarkan paham demokrasi ekonomi®, di mana rakyat
mempunyai kedaulatan dalam membangun perekonomian
nasional. Artinya dalam perekonomian rakyat paham kedaulatan
rakyat menjadi intinya.

# Makna dan dimenst Demaokrasi Ekonomi kit i } ]
o lmtasg;unlss. e a pervleh dari Penjelnson UUD

“Dalam Pazal 33 tecvantun dasar demokrasi ekonemi, produkss dikerfakan
oleh semua, untuk semua df bawak ‘simpr'mm araw penilikan angngota-angnolm "g:sw
rakat. Kemakmuron masyorakatlah yong divtamakan, bukan kermakmunan arang-
seorang. Sebab itu perekonotrinn disusun sebagai usaha bersama besdasar atas asas
kekelwargaan, Bangun perusakaan yang sesuai dengan ftu ialah koperasf,

' Fervkonomian berdasar aras demokrasi ekonomi, kermakmuran byl semua
onmy! Sebab im ~oang prodicksi gang penting bagi Negara dan yang
71}!::‘(91;“01 h‘:a‘ur;‘)ﬂ mzt;»g h’nsk harus dikwasai harus dituwasal oleh Negara. Kalau
aak, tempak produksd faneh Se tangan -

i o ol s orang-seorang yang berkuasa dan rakayt gpang
Harya perusehaun png tidak mem, i haj 0
PP Ml v sl ] enguasai hajet hidup orang banyak baleh
Burei dan air dan kekaymar alam yang terkandung dalam bumi odalah
pokok-pokok  kemakmuran  rekyat, Sebab ity harus dikwasai afeh :lemm d:n
dipergunaken urtuk sehesar-hesar kemakrnteran rokyae™.
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Begitulah perekonomian rakyat wajib mengutamakan
“Daulat Rakyat™ dan menolak “Daulat Pasar” (daulatnya para
pemodal). Apa artinya ini?

Tak lain adalah bahwa dalam ekonomi rakyat maka rakyat
diposisikan sebagai yvang “sentral-substansial”. Sementara peran
pasar (para pemadal) diposisikan sebagai “non-substansial”. Hal
ini tidak berarti bahwa peran modal atau kapital tidak penting.
Ekonom terkemuka Robert L. Heilbroner mengatakan: “..To
speak about the future of capitalism is to speak abou! the future
of capital...”,” yang berarti kita tidak bisa mengabaikan peran
kapital, namun tidak menempatkan manusia tersubordinasi oleh
kapital (dan pemodal sebagai penguasa pasar). Bagi saya, artinya
lebih lanjut adalah, bahwa pasar harus ramah kepcda rakyat,
tidak sebaliknya rakyatlah yang harus tunduk kepada kehendak
pasar.

Menerobos Blokade Akademis: Menentang Liberalisme
dan Individualisme

Sedikit Pengantar

Perlunya ekonomi Pancasila diajarkan di kampus-kampus
bukanlah issue baru. Sampai sekarang kita masih saja meru-
muskan dan merumuskan-ulang apa itu Ekonomi Pancasila.
Barangkali tugas kita sekarang adalah mengusabakan untuk
mengakhirinya. Untuk itu perlu kiranya kita membuat suatu
terobosan akademis-kurikuler terhadap pengajaran tradisional
ilmu ekonomi di kampus-kampus kita.

“ Lilat Robert L Hedlbeaner, The Natwe and Logk of Capitalism (Ontar:
Penguin Books Canada, 1985), him. 200,
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Perjuangan Melalui Ruang-Ruang Kuliah

Sejak tahun 1665 Dr. Emil Salim sudah menulis makalah
100 halaman berjudul “Sistim Ekonomi dan Ekonomi Indonesia”,
ia menyebut sistem exonomi Indonesia sebagai "sistim ekonomi
sosialisme Pantjasila™. Makalah ini merupakan penugasan dari
Departemen Urusan Research Nasional, Majelis Ilmu Penge-
tahuan Indonesia, Lembaga Ekonomi dan Kemasvarakatan
Nasional.

Makalah Dr. Emil Salim ini mendapat Kata Pengantar
dari Prof. Dr. Widjojc Nitisastro, yang menyatakan makalah Dr.
Emil Salim sebagai pemikiran "untuk mengejar Masyarakat So-
sialisme Berdasar Pantjosila”, sesuai amanat politik Pre-
siden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, Bung Karno.
Prof. Widjojo menyimpulkan/mendukung pendapat Bung Karno,
bahwa dengan demikian itu berarti bahwa “..praktek-praktek
liberal dalam pembargunan harus kita kikis habis sama sekali”.

Selanjutnya Prof. Widjojo mengatakan bahwa karya Dr.
Emil Salim ini tidak berpretensi apa-apa. Ia (Pr. Emil Salim)
sekedar ingin turut m2nyumbangkan dharma-bakti bagi partum-
buhan revolusi Indoresia, khususnya dalam proses pembinaan
sistim ekonomi Indonesia yang berintikan sosialisme Pantjasila.

Sejak tahun 1081 dan tahun-tahun berikutnya barulah
masalah sistem ekonomi Pancasila menggelegar dengan mun-
culnya gagasan Prof. Mubyarto mengenai ekonomi Pancasila
vang diterbitkan di majalah Prisma (1 Januari 1981) dengan judul
“Moral Ekonomi Pancasila® dan kemudian juga dalam buku
berjudul Ekonomi Fancasila, Mubyarto & Boediono (eds.),
diterbitkan oleh FEUSM, tahun 1981. Kemudian disusul pada
tahun vang sama buku berjudul Wawasan Ekonomi Pancasila,
Abdul Madjid & Sri-Edi Swasono (eds.), diterbitkan oleh Dewan
Hankamnas/UI-Press tahun 1981; Moebyarto dan Boediono juga
menulis artikel di buku ini. Demikian pula Emil Salim (FE-UI),
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Rockmono Markam (FE UGM) dan Bintoro Tjokroamidjojo
(BAPPENAS) ikut menulis di buku terbitan Ul-Press ini.

Namun hingga saat ini masalahnya sama saja, ekonomi
Pancasila tidak dapat menyingkirkan academic hegemony yang
telah sejak lama menginvasi fakultas-fakultas ekonomi ataupun
sekolah-sekolah tinggi ekonomi di Indonesia. Ekonomi Pancasila
tetap dalam posisinya sebagai ubo rampi atau bunga rampai
pelengkap dalamn matakuliah-matakuliah ckonomi, dan tidak
pernah mencapai posisi sentral-substansial dan integralnya
dalam pengajaran ilmu ekonomi di Indonesia.

Acadentic hegemony dalam artian dominannya pengaruh
ilmu ekonomi Barat yang sering discbut sebagai ilmu ekonomi
Smithian, yang neoclassical ataupun vang competitive main-
stream economics dan yang liberal kapitalistis, menguasai
penyusunan silabus-silabus pengajaran ilmu ekonomi,

Ekonomi Pancasila tidak mampu menandingi dominasi
ilmu ekonomi Barat ini antara lain karena keukeuh-nya academic
ignorance dari para penguasa curricudum leaders di kampus-
kampus Indonesia. Mereka mengagumi ilmu ekonomi Barat dan
cenderung mencemoh sistem ekonomi [ndonesia yang berdasar
nilai-nilai Indonesia, lebih spesifik lagl vang berdasar dengan
pesan-pesan “ekonomi konstitusi” kita. Bahkan pada satu kesem-
patan saya terpaksa mengatakan pada Kongres ISEl Ke-17 di
Bukittinggi bahwa ISEI adalah pembangkang konstitusi. Mercka
begitu nekad dan tidak bergeming. Seorang tokoh nasional
mantan Ketua ISEI mengkomentari presentasi sava (saya hadir
selaku wakil darl Bappenas) mengenai Ekonomi Pancasila
(konstitusional imperatif Pasal 33 UUD 1945) dengan nada ganjil:
“..pendapat Prof. Sri-Edi sangat kontroversial, namun perlu
kita beri perhatian ..". Bagi ISEI saat itu barangkali impe-
rativisme mengedepankan neoclassical mainstream economics
yang diajarkan di ruang-ruang kelas Jebih diutamakan daripada
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mengikuti pesan kenstitusi (Pasal 33 UUD 1945). Beginilah
antara ambivalensi dan ignoransi. Bagi mereka, bicara ekonomi
konstitusi adalah bieara kontroversialitas. Saya berseloroh, agar
ISEIl tidak menjadi organisasi pembangkang terhadap pesan-
pesan konstitusi (pembangkangan ini saya tulis dalam artikel
saya di harian Kompas edisi 2 September 2009),

Academic Hegemony dan Academic Poverty

Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi kons-
titusi, dalam arti balwa sesuai dengan pesan imperatif konstitusi.
Kita harus merubah ‘ekenomi kelonfal” menjadi “ekonomi nasio-
nal®. Dari sinilah kita harus bertitik-tolak bahwa kemerdekaan
Indonesia menolak “iberalisme dan kapitalisme, bahwa pereko-
nomian harus “disusun” dan tidak dibiarkan “tersusun sendiri”
secara liberal sesuai kehendak pasar, bahwa perekonomian na-
sional Indonesia harus berdasarkan perencanaan, yang tentulah
vang “state-driven”, dan bahwa mekanisme “market-driven”
harus diselaraskan (it conformity) dengan perencanaan ekonomi
negara,

Ketidakberhasilan kita untuk memasukkan sistem eko-
nomi Pancasila ke dilam kurikulum pengajaran ckonomi secara
integral dan menempatkannya pada kedudukan sentral-sub-
stansial, barangkali karena kita menerima saja moral ekonomi
Barat, merasa nyaman mengajarkan ilmu ekonomi berdasar nila
dan pola-pikic dari sextbooks Baral yang tersedia, Tidak adanya
keinginan, kemavar, atau kemampuan mengkritisi nilai-nilai
Barat (liberalisme, indnvidualisme, self-interest) yang menda-
sarinys, sekaligus tidak adanya keinginan, kemauvan, atau
kemampuan memahami nilai-nilai keindonesiaan, telah menjadi
sebab-musabab mergapa ekonomi Pancasila tidak bisa masuk
secara integral ke dalam pengajaran ilmu ckonomi. Academic
frap ini menghambat masuknya sistem ekonomi Pancasila ke
dalam silabus dan reang-ruang kelas.

llmu ekonomi Pancasila ibaratnya menjadi “pelengkap
penggembira” di ruang-ruang kelas fakultas ekonomi, seperti
halnya matakuliah Koperasi yang tidak maju-maju dan tidak
mampu mentransformasikan sistem kooperativisme (kebersa-
maan dan asas kekeluargaan) secara makro ekonom | terhadap
usaha-usaha Swasta dan BUMN untuk mengemban paham
‘kebersamaan nasional” demi meredam kapitalisme,

Pengajaran ilmu ekonomi menjadi suatu “belantara™
‘academic jungle) tanpa kompas dan para dosen banyak vang
ddak tahu di mana keberadaan dirinya di tengah-tengah
kesemerawutan ilmu ekonomi, di mana menempatkan diri,
sarangkali ini merupakan suatu defect of intellectualism. Apa
vang dikatakan Prof. Hidayat Nataatmadja di halaman 31 adalah
aalah satu sebab ketiadaan kompas. Oleh karena itu Bagan Utama
<1 halaman 3 sangatlah sentral dan substansial.

Tantangan yang Harus Kita Hadapi

Kita harus dapat membentuk kurikulum ilmu: ekonomi
relevan-adaptif sampai ke tingkat silabusnya untuk rembedah
paham Smithian berikut neoclassical competitive mainstream
wconomics-nya, dengan menunjukkan betapa ideologi “libe-
ralism” dan “individualism” vang dikandung oleh ilme ekonomi
Barat ini benar-benar bertentangan dengan ideolog: nasional
kita, yaitu ideologi "kebersamaan” (mutwalism) dan “asas
kekeluargaan”® (brotherhood).

Banyak buku mengenai sistem ekonomi Pancasila diter-
bitkan (tak terkecuali oleh Prof Mubyarto), lengalk mengha-
dapkan dua ideologi yang saling bertentangan itu secara spesifik
dan gamblang, sampal ketataran silabus perkuliaban mikro
ekonomi dan makro ekonomi di ruang-ruang kelas, Dengan kata
lain, untuk dapat menembus blokadenya para comventional
curricutum leaders, para ekonom konstitusi harus mampu secara
telak menyerang ideologi Barat dan sekaligus menunjukkan
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academic ignorance mereka itu. Dengan lebih terang-terangan
kita harus secara spesifik berani mengkoreksi (dan meng-
adaptasikan) teori-teori ckonomi mikro dan makro yang
bertentangan dengan ideologi serta etika "kebersamaan" dan
“asas kekeluargaan®, Hal ini tidaklah cukup hanya dengan cara
ilmiah-akademis dan santun yang menunjukkan adanya suatu
insufficiency of conventional economics dengan sekedar menya-
takan: "...natur ilmu ekonomi modern telah secara substansial
dimiskinkan oleh jarak yang telah melebar antara ilmu ekonomi
dan etika...” (Amartya Sen, 1987), tanpa suatu contoh dan rincian
spesifik. Apalagi academic hegemony dan academic ignorance
toh tidak akan memasami ethical insyfficiency itu. Di belakang
(di Bab II halaman 48) akan saya sampaikan shifts of paradigm
humanistik yang diabzikan oleh conventional economics.

Barangkali juga penting diperhatikan bahwa pendidikan
ckonomi yang ada, telah merusak kedaulatan ekonomi nasional
kita. Dengan bangga mercka mengajarkan competitive main-
stream economics di ruang-ruang kelas mercka, yang liberal
kapitalistis, yang mewajarkan lahirnya petarung-petarung ganas
dalam kompetisi global, yang semaunya bebas bersaing di pasar-
bebas, vang mewajaran market-driven forces mengatur arah
dan jalannya ekonome nasional, yang mengatur pola konsumsi
dan pola produksi yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan
sosial.

Bila perfu harus kita ungkap pula mengenai semacam
ideological ignorance dari kaum teknokrat ekonomi kita dengan
akibat kedaulatan ekonomi Indonesia diserahkan kepada asing
(Lot IMF). ITtulah prestasi akademik kaum teknokrat dengan
tainstream economivs-nya. Perlu saya angkat apa yang telah
saya tulis di buku saya Keindonesiaan {2015) sebagai berikut:

“..kita welihat bukti bahwa para tokoh Fakultas Exonomi
Universitas  Tndonesia  menyumbangkan  peran  teknokrasinya
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kepada pemerintaban Negara, yang akibatoya, sebagaimana saya
tulis &3 harlan Kompas edisi 24 September 2013, terfadilals suatu
tragedi terbadap Kedaulatan pegara: Camdessus, petugas IMF
dengan congkaknya bersilang tangan mengawasi  Presiden
Republik Indonesia tunduk menandatangani Letter of Intent (Lol)
vang disodorkan IMF, Presiden terteror oleh angka-cngka tekno-
kratis. Presiden sebagai seorang Jenderal Besar yang selaln
menang  dolam  berbagal perang untuk mempertshankan  ke-
daulatan NKRI, telah aoff-guarded, tidak ada seorang peajurit Sapta
Margats pun melindunginya, ibarat disirep, (tanpa nikuh) mem-
biarkan Kepaln Negara-nyn tunduk “menyerabkan™ kedaulatan
nasional kemball ke kekustan asing melalui IMF. Lalu apa pula
prestasi teknokrasi Indonesin? Teknokrasi Indenesin telah meng-
ubaikan ideclogi nasional yang menyeret Negara kita ke dalam
ketakberdaulatan semacam ink.

Selanjutnya dalam makalah ini saya telah menyebutkan
pada bab-bab sebelumnya, tentang kembalinya Indonesia dalam
keterjajaban...".”

Kita menang dalam merebut kedaulatan Indonesia de-
ngan gemilang di perundingan KMB 1949. Pada tahun 1998 kita
“melepas™ kedaulatan Indonesia kepada asing (IMF) tanpa
melalui perundingan "KMB 11"

Scharusnya Presiden Socharto tidak perls menan-
datangani Lol, Indonesia tidak akan bangkrut, kita membiarkan
Presiden Soeharto tersungkur, kita tidak serius berdiplomasi, kita
tidak melawan, kita tidak seharusnyva servilely surrendered.
Padahal seminggu sebelumnya, ketika saya dipanggil Presiden
Socharto, sudah saya sampaikan agar kita hadapi scja tekanan
dari IMF.

Seharusnya tragedi tentang terpasungnya kedaulatan eko-
nomi Indonesia itu (bila harus terjadi) tidak seharusnya di Jl.

7 Digngkat dard SrbEdl Swasono, Relodoneshoon: Deweokrast Shunomi,
Fetvrduufaran dan Kemandirfan (Yegyakana, UST-Press, 2015, him. 37
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Cendana, scharusnya di Taman Suropati atau di Lapangan
Banteng, sehingga membuka peluang untuk Jebih mudah untuk
dibatalkan atau dipert-aikinya di kemudian hari,
Kaum teknokrat ekonomi Indonesia ternyata tidak
kunjung jera, terus saja membangkang pesan-pesan konstitusi,
Demikian itulah yang telah says sampaikan pada forum di
Universitas Sebelas Maret pada 5 Januari 2017,

Menerobos Blokade: Direct Attact di Ruang-
Ruang Kuliah

Buku-buku seya yang berjudul Ekspose FEkonomika
(2004/2010), Indonesia dan Doktrin Kesefahteraan Sosial
(2010), Menolak Neoliberalisme (2010), dan Keindonesiaan
(2015) menjadi buku->uku wajib di FEUI dan Program S3 Pasca
Sarjana UIN pada kelas Sistem Ekonomi yang saya ampu.

Pertama-tama di kelas ini saya lemparkan pertanyaan
saya: why economics is so cruel sesuai dengan apa yang telah
diajarkan pada matakuliah Pengantar Ekonomi, vaitu mengenai
“keseimbangan pasar” (market-equilibriton, pertemuan antara
supply dan dermand) yang bisa tidak adil terhadap rakyat miskin
yang tidak bertenaga-beli cukup. Kiranya apa yang dikatakan
oleh ekonom MIT terkemuka Lester Thurow tentang “the
dangerous currents”, bahava pasar-bebas ugal-ugalan vang
menyapu mereka vang lemah, tidak pernah masuk ruang-ruang
kelas di sini. Sementara itu saya gambarkan bahwa Pancasila
(dan tentu Ekonomi Pancasila) lebih mengutamakan “keseim-
bangan sosial”, yang price theory (teori ckonomi mikro) tidak
menyinggungnya sams sekali,

Buku-buku campetitive mainstream economics vang
memenuhi perpustakaan kita telah mendikte mahasiswa-maha-
siswa (barangkali juga mendikte dosen-dosen) kita untuk mene-
rima begitu saja paham ideologis liberalistik-individualistik
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tentang peran manusia ekonomi (homo-economacus) vang
paradigmatik berprinsip maximizing gain dan minimizing loss
(mencari profit maksimal), yang sangat bertentanzan dengan
budaya manusia Indonesia (homo-socious) yang mengemban
paham kerjasama bergotong-royong, tolong-menoclcng, bermu-
syawarah dan bermufakat), dan yang sekaligus bertentangan pula
dengan paham “keadilan sosial” sehagai Sila kelima Pancasila,

Banyak dosen ilmu ekonomi tidak saja lengah, tetapi fkut
tenggelam dalam rule of conduct-nya homo-economicus ini,
bahkan (mungkin tanpa disadari) mensosialisasikanrya di kelas-
kelas mereka.

Sefak awal kuliah mestinya para dosen secara paradig-
matik mau dan mampu mengoreksi dengan meayingkirkan
paham liberalistik dan individualistik yang melandasi the theory
of consumer behaviour dalam mencapai maximum satisfaction
(melalui analisa indifference-curve) dan theory of the firm dalam
mencapai maximum profit (MC = MR) yang menjadi pedoman
mencapai economic efficiency. Bahkan mainstreant economics
memperbandingkan  besarnya  maximum  profit  berbagai
perusahaan sebagai pembanding bagi tingkat econom:c efficiency
antarperusahaan.

Berulang kali para dosen muda saya ingatkan pedoman
meng-adabt (menyesuaikan) teori Barat dengan paradigma
Indonesia, bukan asal-asalan meng-adebt (menirukan apa
adanya) teori Barat yang tentu paradigmatik berbeda dengan
nilai-nilai keindonesinan. Sebagai contoh silahkan meng-adobt
maximum profit (MC = MR) untuk barang-barang mewah atau
supermewah, tetapi untuk barang-barang kebutuban masyarakat
hendaknya titik produksi ditentukan beyond MC = MR yang
berarti kuantitas barang tersedia lebih banyak dengan harga lebih

M Lihiet foctnote 2 8 halymaon 2 oukalh ing
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murah dan tentunya profit lebih rendah dari yang maksimum.
Bahkan untuk bararg-barang publik yang sangat dibutuhkan
rakyat, yang merupakan kebutuhan dasar dan "hajat hidup orang
banyak™ bagi yang berpenghasilan rendah, maka titik produksi
bisa lebih lanjut beyand MC = MR, dan tidak ada profit melain-
kan kerugian, dan di sinilah peran negara untuk memberi subsidi
sebagai protective empowerment, di mana subsidi dan proteksi
bukan merupakan etidakefisienan melainkan suatu upaya
pemberdayaan,

Dalam analisa maximum satisfaction dalam indifference
curve, ketamakan individu perlu diredam, sesuai dengan nilai-
nilai kebersamaan Pacasila, dengan apa yang saya sebut sebagai
compassion ufility, yang memang bisa berdimensi baik filan-
tropis maupun berdimensi pemibakan demi kepentingan
nasional. Berarti maxmion satisfaction sebagai the maxinmum
(most efficient) indiwsdual utility acquirement dikorbankan, dan
menerima kepuasan sosial pada indifference eurve yang lebih
rendah demi suatu matuality dalam suatu preferensi sosial.

Para dosen wejib dengan cermat melakukan suatu direct
attack (mengoreksi, merenovasi, mengadaptasi, menolak)
terhadap teori ekonomi mikro {price theory) dan teori ekonomi
makro-nya Samuelsonism (Stonier & Hague, Lipsev & Steiner,
Dernburg & McDougall, Parkin, Mankiw dan buku-buku teks
sejenisnya) vang menysjikan secara substansial competitive
neoclassical mainstrearn  economics, mengutamakan perta-
rungan (competition) dan mengabaikan kerjasama (cooperation),
mengutamakan self-iaterest dan mengabaikan mutual-interest,
mereduksi nilai-nilai etikal dan mengaugmentasi nilai-nilai
material, mengutamakan modal finansial dan mengabaikan
modal sosial-kultural, mengutamakan positive net present value
dan kurang memperhatikan humanisme, pemerataan ekonomi
dan keadilan sosial. Mereka mengabaikan dimensi moral dalam
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ekonomi vang dikenal dalam sistem ckonomi Pancasila, sekaligus
mengabaikan The Moral Dimension Toward a New Sconomics-
nya Amitai Etzioni (1988).

Seorang Dektor Ekonomi UT menyvampaikan pendapatnya
kepada saya agar koperasi Indonesia tetap mengikuti panduan
maximization of profit pada titik produksi MC = MR — yang bagi
saya ini merupakan suvatu absurditas in optima forma. Profit
maximizafion sebagaimana dikehendaki oleh homo-economicus
telah secara keliru diterima sebagai suatu rasiomalitas dan
kebenaran dan tujuan, tidak lagi sebagai pilihan, spalagi ber-
tentangan dengan paham mutualism dan brothertood sesuai
ideologt nasional kita,

Tentu tidak hanya dalam tataran mikro ekosomi (price
theory Le theory of consumer behavior dan theory of the firm),
tetapi juga dalam tataran makro ckonomi perlu ada adaptasi
tentang growth vs employment vs redistribution, tentang posisi
modal vs posisi manusia.

Mereka membangkang pesan-pesan konstitusi dan meng-
utamakan ajaran neoclassical competitive mainstream econo-
mies yang mereka pahami. Bahkan terang-terangan dikatakan
(2013), sebagai suatu kilas-balik tugasnya pada masa Orde Baru
oleh seorang mantan menteri dan mantan Pimpinan FE UL, sbb:

“...Banyak dari usaba dalam reformas| ekonomi telsh dipu-
satkan pada apa yang dikenal di [ndonesin sehagai “deregulasi”,
Ada yang Jebih suka menyebutkan sebagai liberalisasi. Ini adalah
komponen untuk meformasi vang disebut “membdarkan pasar
bekerju”. Indonesia telah mendapatkan keuntungan yang penting
dalam dua bidang: deregulasi perdagangan dan deregulasi pasar
kevangan... . ..Diyakini bahwa reformasi pasar finansial dan vang
tersebit akan meningkntkan persaingan dalam pasar kewangan,
mendorong saluran baru bagl intermedingd. Diyakind pula bahwa
reformasi pasar finansial akan mendukung reformasl perdogangan
dengian menaikkan simpanan dan menyolurkannyn ke industri
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ekspor yang menguntungkan dan seXtor-sektor produktif lain-

nya...",

Wertfreiheid der Wissenschaft (neutrality of science)
sudah berakhir, bahwn ilmu yang perlu kita pelajari seharusnya
adalah ilmu normatif-preskriptif, suatu ilmu amaliah.

Indonesia menganut paham vang menghormati dan
mengutamakan “Dauat Rakyat" yang selanjutnya merupakan
titik-tolak untuk merghormati dan mengutamakan “hak-sosial
rakyat” sebagaimana dinyatakan pada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal
34 UUD 1945. Bagi Indonesia hak-sosial rakyat bukanlah caritas,
vang berarti kedua pasal ini bukanlah pasal-pasal altruisme-
filantropis. (Kelengahan mendasar ini mengakibatkan UU SUSN
dan UU BPJS sebagai pelanggaran terhadap UUD 1945, di mana
“hak-sosial rakyat™ telah dirubah oleh UU menjadi “kewajiban-
sosial rakyat”, rakvat menjadi berkewajiban “membiayai sendiri”
kesejahteraan sosial yang menjadi hak konstitusinva, melalui
mekanisme asuransi).

Di situlah para dosen ilmu ekonomi dituntut pintar dan
kreatif, mampu mengkritisi teori ckonomi sampai ke landasan
ideologinya, tidak sexedar mengadopsi teori-teori Barat yang
memang telah mencapai kecanggihannya setelah berkembang
selama 250 tahun iei, terhitung sefak dinobatkannya Adam
Smith sebagai Bapak limu Ekonomi Modern pada tahun 1776,

Tidak ketinggelan dosen-dosen kita diharapkan mampu
untuk melakukan suatu direct attact terhadap kecanggihan
Pareto effidency (vaag mengabadikan nama Vilfredo Pareto)
dengan adagiumnya *no one can be better-off without causing
the other worse-off), s*bagai puncak efisiensi yang menakjubkan,
tetapi yang mengabaikan keadilan. Dosen-dosen flmu ekonomi
harus mampu di ruang kelas mentransformasi Pareto efficiency
menjadi maero-equilibrium dan menjadikannya sebagai social-
equilibrium atau public-equilibrium, yang memenuhi doktrin
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mutualisme dan tuntutan keadilan sosial. Saya melakukannya di
ruang kelas saya.

Saya menduga ada kekaguman ataupun semacam seryi-
lity terhadap teori ekonomi Barat di ruang-ruang kelas kita,

Pancasila Asas Bersama - Common Denominator

Ekonomi Pancasila bagaimanapun juga harus dipahami
dari Pancasila sebagai asas bersama atau common denominator.

Bila kita berada di lingkungan berbagai universitas, baik
yang negeri maupun yang swasta, vang secara eksklusif
mendapat Jabel universitas nasionalis, di situ nampak ditandai
dengan dimilikinya pusat-pusat studi Pancasila serta dengan
tekun tetap menyediakan matakuliah Pancasila atau vang terkait
dengan Pancasila, Universitas-universitas semacam ini menerima
Pancasila sebagai “kebudayaan®. Ini berarti diterima adanya
“budaya Pancasila” (atau "budaya ber-Pancasila®), yaita Pancasila
sebagai nilai-nilai Juhur vang digali dari bumi Indonesia, yang
kemudian perlu disosialisasikan, atau dengan kata lain, "dibuda-
yakan”, mengakui adanya proses enculturation dan erculturated,

Pancasila adalah suatu common denominator bagi Indo-
nesia dan sekaligus sebagai Weltanschauung-nya®* Indonesia
merdeka. (Pancasila sebagai “pandangan hidup bangza™ dan se-
bagai “Dasar Negara™).

Pancasila bukan wahana, tetapi rub atau “hatinya bangsa®
(Soekarno) atau “persatuan hatinya bangsa® (Hatta) yang harus

¥ Punescila sehagsl Weltassckazamg atan Mrlosophéeoho-Gronaday [ndoacsla.
Jerman di saman Hitler memilikl naricsad-sosalistiache Wellnuschawsny, Uni Soviet di
zaman Lenin memponyal Morxdsiisohe Walteeschauung. Dal Niggan d'dirdan & atae
Tenmoo Foodon Seiehin: Weltanschawamg, e Sond mwendinkun  Arsdin  dengan
Waliansehauwey Ierckssarkan ates agama. Likat Pidato Soekarno poda Starg BPUPKL 1
Jund 1945 (Lahlrmya Pancasile).
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tetap hidup sebagai Dasar Negara. Tanpa Pancasila Indonesia
tidak akan ada.

Di atas Pancas@a sebagai Dasar Negara berdirilah Pilar-
Pilar berbangsa dan bernegara. Pancasila sebogai Dasar Negara
mendukung Pilar-Pilar dan memberi warna atau corak kepada
keempat-empat Pilar yang ditegakkannya yaitu: pertama, Prokla-
masi Kemerdekaan, sebagai keputusan eksistensial tertinggi (de
hoogste beslissing); kedua, UUD 1945; ketiga, NKRI; dan keem-
pat, Bhinneka Tunggal Tka. Tanpa Pancasila sebagai Dasar, maka
Pilar-Pilar itu akan mengambang, éla-élo, akan terombang-
ambing olch ombak dana godaan-godaan.

Dengan neoliberalisme yang dipelihara Pemerintah saat
ini, yang tanpa rasa risih masih diajarkan secara luas di kampus-
kampus kita, makin berkembanglah sikap mengabaikan dan me-
remehkan Pancasila. Sejak beberapa waktu lampau, berbudaya
Pancasila dalam penyelenggaraan Negara makin tersingkirkan.

Oleh karena itu Pancasila adalah “asas bersama” bagi
vang bhinneka agar menjadi tunggal-ika. Pancasila adalah
entitas doktrin keberszmaan Indonesia.

Pancasila adalah ibarat "penyebut yang sama” (common
denominator) bagi mmltietnisitas dan multikulturalisme Indo-
nesia. Tharat 172 tidek akan terjumlahkan dengan 1/3 dan 1/4
manakala ketiganya tidak tertransformasikan dalam penyebut
vang sama, yaitu 1/2 menjadi 6/12, 1/3 menjadi 4/12 dan 1/4
menjadi 3/12. Tanpa ruh atau penyebut yang sama maka “persa-
tuan” hanya akan menjadi “persatéan”, =

Pancasila mertransformasi kebhinnekaan menjadi ke-
tunggalikaan. Kebhinnekaan tetap dipertahankan, masing-
masing keanckaragarsan adalah keindaban khas yang spesifik
dan unik, Dengan d2mikian Pancasila adalah “baju seragam
keindonesizan”, vang beraneka menjadi satu kesatuan.

Keterjerumusan kita pada neoliberalisme, yang antara
lain mengutamakan casar untung-rugi dalam berperikehidupan
ekonomi, telah mempertajam ketimpangan pendapatan, mereng-
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gangkan persatuan hati, merusak rasa-bersama dan kebersamaan
sebagai keluarga besar, dengan akibatnya memperenggang ko-
hesi nasional.

Ekonomi Pancasila dan Demokrasi Ekonomi

Ekonomi Pancasila tidak terlepas dari makna demokrasi
ekonomi. Sementara itu demokrasi ekonomi tidak terlepas dari
demokrasi itu sendiri.

Republik Indonesia menjunjung tinggi demokrasi, men-
Junjung tinggi Kedaulatan Rakyat (Volkssowvereiniteit). Namun
paham demokrasi Indonesia tidak berdasar pada individual-
isme konsepsi Rousseau, tetapi berdasar suatu semaagat persa-
tuan sebagai bangsa, yang awalnya adalah reaksi bersama terha-
dap imperialisme dan kapitalisme Barat. Demokrasi Indonesia
adalah demokrasi sosial berdasar kebersamaan (kelektiviteit),
bukan demokrasi liberal berdasar individualisme sebagaimana
demokrasi Barat.

Oleh karena itu Demokrasi Indonesia menolak pula De-
mokrasi Liberal. Demokrasi Indonesia telah kita tegaskan sebagai
Demokrasi Pancasila, yang secara substansif merepresentasikan
paham sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, mengakomo-
dasi multietnisitas dan multikulturalisme Indonesia. Oleh karena
itu pula Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan
seluruh rakyat Indonesia (die Vertretungsorgan des Willens des
Staatsvolkes) mengedepankan adanya Utusan-Utusan dari
Daerah-Daerah dan dari Golongan-Golongan sebagai kesadaran
akan kebhinnckaan Indonesia. Itulah pula sebabnya Demokrasi
Indonesia mengutamakan musyawarah untuk  mencapai
consensus, karena Demokrasi Indonesia lebih meagutamakan
keterwakilan menyelurub daripada kekuasasan mayoritas. Apter
(1961) dan Pinkney (2003) tidak sempat mempelajari Demokrasi
Pancasila, sehingga ketika mercka bicara mengenai berbagai
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bentuk demokrasi delam kaitan representasi nasional, mereka
tidak menyebutkan Demokrasi Indonesia dalam salah satu ben-
tuknya yang mereka sebut schagai Consociational Democracy,
yaitu demokrasi yang “..to seek consensus between the different
groups through a po'itical process that brings all their leaders
into the governmental process.." ) yang hakikatnya, menurut
pendapat saya, adalah o bring together all the different groups
into partnership and srotherhood.

Namun tidak berarti bahwa Demokrasi Indonesia yang
Jjuga kita sebut sebagai demokrasi Pancasila yang berbeda dengan
demokrasi Barat, dapat dianggap sama dan sebangun dengan
consociational democracy konsepsi Apter dan Pinkney di atas.
Perlu dicatat bahwa di berbagai negara ada pula lembaga “dewan
rakyat® atau “majelic rakyat” sebagai perwakilan dari rakyat,
namun untuk Indonesia khas diselipkan perkataan “permusya-
waratan”, menjadi “Majelis Permusyawaratan Rakyat”, vang
menegaskan adanya <ebersamaan dan asas kekeluargaan yang
mengutamakan bermusyawarah dalam menentukan sikap ber-
sama dan dalam pengambilan keputusan. Makna consociate
sebagai kata kerja (verb) adalah bersatu dan bermusyacarak,

Partisipasi dan Emansipasi: Demokrasi Politik dan

Demokrasi Ekonomi

Demokrasi mengandung makna esensial, yaitu partisipasi
dan emansipasi. Perlu ditegaskan bahwa tidak akan terjadi par-
tisipasi rakvat yang genuine tanpa disertal emansipasi.

Demokrasi politik saja tidak cukup mewakili rakyat yang
berdaulat. Demokrasi politik harus dilengkapi dengan demokrasi
ckonomi. Tanpa demokrasi ekonomi maka akan terjadi kon-

=) Lihat . Apter, The Politica! Kingdoer i Ugondn, Princeton University
Prves, 1051, Bl 20-28; dan Robert Plnkrey, Nemocracy in the Thisd World, Colocador
Lynne Rienner, 20035 him, 1445
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sentrasi kekuatan elonomi pada satu atau beberapa kelompok,
yang kemudian akan membentukkan kekuasaan ekcnomi yang
bisa “membeli” atau “mengatur” kekuasaan politik,

Kita menolak otoritarianisme ckonomi. Kita memilih
demokrasi ekonomi. Dalam sistem ckonomi berdasarkan demo-
krasi ekonomi tidak menghendaki terjadinya “otckrasi eko-
nomi”, sebagaimana pula di dalam sistem politik berdasar
demokrasi politik maka tidak dikehendaki adanya “otokrasi
politik”,

Sekali lagi, inti demokrasi adalah partisipasi dan eman-
sipasi. Demikian pula dasar dar demokrasi ekonomi adalah
partisipasi ekonomi dan emansipasi ckonomi. Pendekatan
participatory development yang dikembangkan di Barat, hanya-
lah separoh keutuhan. Saya sampaikan kepada tokohrya (Joseph
Eaton dari University of Pittsburgh), bahwa untuk negara-negara
bekas jajahan seperti Indonesia, demokrasisasi tidak »ukup dila-
kukan hanya dengan pendekatan partisipatori, tetapi juga harus
sekaligus dengan pendekatan emansipasori. Emansipasi jangan
taken-for-granted, dianggap otomatis berlaku sebagaimana di
Barat. Kritik ini diterima dan dibenarkan oleh Prof, Eaton (1986).

Di Indonesia masih berlaku hubungan ekonomi subordi-
natif “Tuan-Hamba”®, “Taoke-Koelie" atau “Majikan-Buruh” yang
tidak emansipatori", tanpa kesetaraan.

Dalam bubungan ekonomi Tuan-Hamba ini, penjajah
Belanda adalah si Tuwan vang mensubordinasi rakyat terjajah
sebagai si Hamba, tidak mengenal kesetaraan. Di situ tidak
berlaku asas kebersamaan, vang berlaku adalah partisipasi tanpa

W Purtisdpast yarg berlabu hagyeloh dalan messibul beban. Contoh myata
adalnh Toamam Paksa (Cntuwrstolaol) cptann Gebemur Jenderal van den Bosch, yang
berfakn di Hindia Belonda setelah berakhirma Perang Digonegosu. Tamman-tamman
chgor “dipaksalon” ditanom pod S ssmpwi 2/5 tonah  terbad® milik  petani,
Alerlnkakon dard talun 1850 ssspai tahun 1866 [watul guls sl 1800, Xopi sssgai
o6l
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emansipasi, Partisipasi yang ada pun bersifat eksploitatori,
penuh kekejaman, Namun toh masih saja ada orang tidak mau
mencoba memahami mendasarnya makna demokrasi ekonomi
karena kegenitan intelektual, suatu keterkapsulan pola-pikir,
atau barangkali merupakan keterbatasan dalam membaca isu-isu
akademis kontemporer.

Hampir dua cekade yang lalu ada sekelompok ekonom
vang masih kagum dengan pendidikan ckonomi Barat-nya me-
nyuarakan nada mineur dalam menanggapi istilah *demokrasi
ekonomi”, kita semua masih mencoba sabar menerima intel-
lectual bias-nya, namun apabila sampai saat ini masih ada yang
bersikap demikian dan bahkan kelewat jauh mencemoohkan
istilah demokrasi ekosomi hal inl perlu kita tanggapi secara lebih
serins, mengingat hal demikian ini termasuk pembangkangan
terhadap konstitusi negara.

Di tengah-tengah kasus-kasus ketimpangan ekonomi yang
makin nyata, di tengah-tengah tuntutan akan makin perlunya
merealisasi demokratisasi ekonomi untuk menangkal konglo-
merasi dan konsentrasi kekuasaan ekonomi, di tengah-tengah ke-
pribatinan masyvarakat terhadap makin mengganasnya gejala
liberalisasi dan privatisasi ekonomi di era globalisasi predatorik
saat ini, bahkan tidak ketinggalan pula dalam lingkungan inter-
nasional demokratiscsi dalam segala bidang makin menjadi
tuntutan mondial, maka akan terasa mencurigakan apabila snara
mineur dan tentangaa terhadap paham demokrasi ekonomi itu
masih dipelihara oleh sekelompok ekonom tertentu itu.

Demokrasi Barar

Untuk selanjutnya memudahkan memahami Demokrasi
Ekonomi Indonesia, perlu saya kemukakan lebih dahulu corak
kontrasnya dengan Demokrasi Barat,

Seperti berulang kali dikemukakan di atas, Demokrasi
Barat dasarnya adaleh paham individualisme dan liberalisme
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{perfect individual liberty) yang dengan sendirinya menem-
patkan kepentingan individu sebagai yang utama. meskipun
kepentingan masyarakat tidak diabaikan dalam artian solidaritas
tetap dipelibara berdasarkan nilai-nilai altruisme-filantropis.
Dalam paham Barat ini Negara terbentuk melalui kootrak sosial
(atau Vertrag) dari individu-individu bebas, Sistem perwakilan
demokrasi Barat berdasar prinsip “semua dipilih” dan pengam-
bilan keputusan dilakukan melalui voting.

Kehidupan ekonomi sesuai paham demokrasi Barat ini
bertumpu pada pola-pikir fundamentalisme pasar Smithian de-
ngan laissez-faire, invisible hand dan Hobbesian homo-economi-
cus-nya, sehingga berlakulah “daulat-pasar® dalam mekanisme
ekonomi. Dari fundamentalisme pasar inilah maka perilaku kom-
petitivisme (competitivism) berdasar paham liberalisme/neo-
liberalisme ekonomi, kapitalisme/neckapitalisme.

Demikian itulah maka dengan paham ekonomi berdasar
demokrasi Barat, maka peran modal adalah “sentral-substansial®
(scbaliknya peran manusia direduksi sebagai “marginal-resi-
dual”). Konsisten dengan demokrasi Barat berlakulah stelsel one
share - one vote. Dengan demikian itu pulalah maka dari
kacamata demokrasi Barat, maka dengan sendirinya “demokra-
tisasi” adalah “privatisasi" dan “liberalisasi”. Sebalitnya dalam
demokrasi paham Indonesia, peran manusia diposisikan sebagai
subyek yang “sentral-substansial”

Demokrasi Indonesia

Demokrasi Indonesia dasarnya adalah paham kebersa-
maan dan asas kekeluargaan {(mutualism dan brotherhood) yang
dengan sendirinya menegaskan doktrinnya bahwa “kepentingan
masyarakatlah vang utama bukan kepentingan orang-seorang”.
Masvarakat ada scbagai given karena manusia adalah makhluk
sosial (homo-socious). Masyarakat membentuk konsensus sosial
(atau Gesampt-Akr) antara anggota-anggotanya, buken berdasar
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kontrak sosial (atau Vertrag), Ttulah sebabnya di dalam masya-
rakat yang berdasar kebersamaan dan asas kekeluargaan, maka
(seperti dikatakan Etzioni) privacy is a societal license, kebe-
basan pribadi adalah mandat kebebasan atas perkenan ma-
syarakat, yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.

Dalam pahamy Demokrasi Indonesia sistem perwakilan
berdasar prinsip “semmua diwakili”, itulah sebabnya dikenal ada-
nya Utusan-utusan dari Golongan-golongan dan Utusan-utusan
dari Dacrah-daerah ci dalam MPR sebagai penambal terhadap
the law of insufficiency (hukum ketidakcukupan, cupet) vang
tetap diberlakukan pada prinsip “sermua  dipilih”, suatu
insufficiency yang tidak sesuai dengan kebhinnekaan Indonesia.

Sesuai paham Demokrasi Indonesia, bertumpu pada
doktrin bahwa kedau atan ada di tangan rakyat, sehingga tetap
berlakulah “daulat-rakyat™ (bukan "daulat-pasar”), sesuai dengan
paham kebersamaan dan asas kekeluargaan Indonesia,

Ekonomi Pancasila: Upaya-Upayva Masa Lampau

Ekonomi Paneasila pada dasarnva adalah suatu solusi
moral dan politik untuk mendekonstruksi ekonomi penindasan
kolonial menuju rekonstruksi sistem ekonomi nasional,

Landasan hukum Ekonomi Pancasila adalah Pasal 33
UUD 1945, yang dilatarbelakangi oleh jiwa Pembukaan UUD
1945 dan didukung/dilengkapi oleh Pasal-pasal 18, 23, 27 Ayat
(2), dan 34. Keseluruhannya ekonomi Pancasila adalah sistem
ekonomi nasional untik mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Mohammad Hatta (1963)

Sistemn ekonomi Indonesia menurut Bung Hatta adalah
sistem ekonomi sosia’is Indonesia (vang kalau kita baca dengan
lebih lengkap dan teliti ternyvata adalah sistem ekonomi berda-
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sarkan UUD 1945). Sosialisme Indonesia adalah “sosialisme
religius®,

Menurut Bung Hatta, "Sosialisme Indonesia timbul ka-
rena suruhan agama, karena adanya etik agama yang menghen-
daki adanya rasa persaudaraan dan tolong-menolong antara
sesama manusia dalam pergaulan hidup, orang terdorong ke
sosialisme ... sosialisme Indonesia muncul dari nilai-nilai agama,
terlepas dari marxisme yang masuknya ke Indonesia sebagai
akibat revolusi Oktober di Rusia tahun 1917 ... Sosialisme Indo-
nesia rnerupakan ekspresi jiwa berontak bangsa Indonesia yang
memperoleh perilaku tidak adil dari si penjajah. Sosialisme
Indonesia lahir dalam pergerakan menuju kebebasan dari
penghinaan jajahan sehingga terpikat pula oleh tuntutan sosial
dan humanisme .., para pemimpin Indonesia yang tidak dapat
menerima marxisme mencari sumber-sumber sosiallsme dalam
masyarakat sendiri ... yvang terdapat dalam masyarakat desa
yang kecil, yang bersifat kolektif ...".=

Demikianlah pandangan Bung Hatta tentang Ekonomi
Pancasila yang bertitik-tolak dari pandangannya berdasar *sosial-
isme religius”.

Berdasar konsep sosialisme religiusnya Bung Hatta ini'®
saya cenderung menerima istilah Sistem Ekonemi Pancasila,
vang di samping mengingatkan kita pada Dasar Negara kita,
juga sekaligus membawakan perangai utamanya, Ketuhanan
Yang Maha Esa. Dan sinilah pula kita dapat lebiy langsung
menerima etik dan moral agama yang mutlak dan abadi, yang

e Mobammsd Hatta, #ersoalon Evosoml Sodafs indoxssia {Jnkarta:
Poshit Dicesbatas, 1063).

of Lkt pula Si-Bd Svasomo, Mandavpon Isbam delfum Ssnm Ekowomi
Indomsia Glokarsa: Ul-Press, 1087), Untok sl lebih Lojor, lihat masalah
soshlisme-religing dor berbeg sgama, ol Rosslan Abdulgard, Sosiau(sme Religivs
Clakartn: s, 1967, akas diteshithon uleeg oleh Ul-Press).
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akhirnya akan selalu menjadi dasar bagi pengembangan gagasan-
gagasan modernisasi: yaitu kebenaran dan keadilan.

Terjadinya "penemuan sosial" yang besar, yaitu "pa-
saran” (Smithian market) yang ditandai oleh lahirnya
“homo-economicus”™ pada pertengzhan abad ke-18, adalah
karena mundurnya jiwa keagamaan.'s Namun saat ini kita
melihat pula kecenderungan baru, bahwa pada abad ke-21 ini
agama cepat mengambil kembali tempatnya yang ia pegang
dalam abad-abad yang lalu. s

Menurut Mubyarto (1981)

Sistem Ekonomi Pancasila berciri: Pertama, roda pereko-
nomian digerakkan olel rangsangan ekonomi, sosial dan moral,
Kedua, kehendak kua! dari seluruh masyarakat ke arah keadaan
pemcerataan sosial (egalitarianism), sesuai asa-asas kemanu-
siaan, Ketiga, prioritas kebijakan ckonomi adalah penciptaon
perekonomian nasional yang tangguh vang berarti nasionalisme
menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi. Keempat, koperasi meru-
pakan soko-guru perekonomian dan merupakan bentuk paling
konkrit dari usaha bersama, Kelima, adanya imbangan yang jelas
dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan
desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk
menjamin keadilan ckonomi dan sosial,

" Robert L. Heilbeouers, Tokok-tokol Besar Pemikdr Exonomi, terymalian
Boentaron, (Jakarta: Ul-Prees, 1976), hls 29-35.

= Uhm Soedistrmkn, “Setweenn Trinscundence ond Histeey™, pdato
pesgantar poda seminar imerrasiomal On the Patre of Mankind smd Cooperation amung
Religions, 13 April 1987, United Naticos Univendey, fimu dan Budagw, No, 8, Med 1987,
Soectatmoko mangemakakan dalame pidate ind, ..., for conturies, the vt religions have
timght the essential catisess of the Semsan rece. The tmeendent perception of cur common

humanity seoms 10 have waned, bt cooperathe effoct among religioas has the pesvrr to
reawaken it Y,
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Menurut Sri-Edi Swasono (1981)

Sistem Ekonomi Pancasila dapat digambarkan sebagai
sistern ekonomi yang berdasar Pasal 18, 23, 27 (ayat 27 dan Pasal
34 UUD 1945 yang beroricntasi atau berwawasan pada sila-sila
Pancasila, yaitu: Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa (adanya
dan diberakukannya etik dan moral agama, bukan maerlalismei
manusia beragama melaksanakan tuntunan berkat iman sebagai
hidayah Allah). Kedua, Kemanusiaan (kehidupan berekonomi
vang humanistik, adil dan beradab), tidak mengenal pemerasan,
penghisapan ataupun riba). Ketiga, Persatuan (berdasar sosio-
nasionalisme Indonesia, kebersamaan dan berasas kekeluargaan,
gotong-royong, bekerjasama, tidak saling mematikan); Keempat_,
Kerakyatan (herdasar demokrasi ekonomi, kednulatan ekonomi,
mengutamakan hajat hidup orang banyak, ekonomi u}qmt seb.a-
aai sokoguru perekonomian nasional); Kelima, Keadilan sosial
secars menyeluruh (kemakmuran rakyat yang utama, bukan
kemakmuran orang-seorang, berkeadilan, berkemakm aran).

Menurut Bintoro Tjokroamidjejo (1981)

Pengembangan sistem ekonomi berdasar Pancasila }mrus
diletakkan dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan
makmur, merata material dan spiritual berdasar Pancasila. Ia
merupakan bagian integral daripada usaha Pcm_bangunan
diberbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi sasial budaya

aupun Hankamnas,
A Proses pembangunan sebenarnya adalah suatu perubahan
sosial-budaya mengarah kepada (a). Pembentukkan suatu masya-
rakat adil dan mekmur material dan spriritual dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana Pm_:nsila tldak
suja menjadi falsafah dasar Negara kita, tetapi sekaligus menjadi
Leitstar dinamis (sesuai pandangan Bung Karno)l. (b), Pel:-
wujudan dan penerapan Pancasila untuk membangun tata kehi-
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dupan sosial, politik ckonomi dan budaya vang benar-benar
disemangati dan diwamai oleh cita kekeluargaan yang meru-
pakan ciri dan corak Bangsa Indonesia (sesuai pandangan Pak
Harto).

Menurut Hidayat Nataatmadiaja (1981)

Kita perlu mencari dan menemukan teori ekonomi baru,
bukan semata-mata karena teori ekonomi kontemporer (konven-
sional saat ini, red) bertentangan dengan Filsafat Negara
Pancasila, melainkan juga karena orang-orang Barat sendiri pun
telah muak dengan teori ekonomi itu.

Pertama harus kita peringatkan bahwa semua sila vang
ada dalam Filsafat Negara Pancasila itu mempunyai hakikat
metafisik-spiritual, dank arena itu mustahil bisa diterangkan
dengan ilmu-ilmu deri Barat, Rasio tidak bisa dipakai secara
langsung, karena koasep-konsep itu berada di luar jangkauan
rasio, berada di dunia rasa,

Karena itu berbicara dalam forum rasional, dan bahasa
itu sendiri merupakan ekspresi kesadaran rasional, kita harus
menggunakan apa vang saya sebut sebagal “logika transenden”
schbagaimana digunakan oleh Immanuel Kant atau Al-Ghazali
Dan, terus terang tidak ada alternatif lain untuk bisa mengerti
Pancasila kecuali dengan menggunakan logika transenden, Kini
anda menvadari tentang sulitnya membaca filsafat Ketimuran,
karena bahasanya memang “lebih tinggi® dari sekedar bahasa
transenden, yakni bahasa simbolik “meta-matika”, atan bahasa
meta-rasional.

Menurut Boediono (1981)

Dalam sistem ekonomi Pancasila, pelakunya adalah “ma-
nusia seutuhnya™ asas operasionalnya adalah asas kekeluargaan,
mekanisme operasionalnya adalah suatu kombinasi yang serasi
antara berbagai mekanisme, dan sistemn insentifnya harus ber-
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sifat “adil dan efisien": (a). Manusia seutuhnya merupakan
fundamental bagi sistem ekonomi Pancasila, yang bisa diartikan
sebagai manusia yang bisa mencapai tahap self-actualization
yang tinggi sebagai makhluk Tuhan; (b) asas kekeluargaan
mempunyai arti lebih dari kebersamaan (collectivism). Keke-
luargaan mengandung konotasi adanya unsur “persaudaraan”
dan harmoni dalam tingkah laku warganya di dalam kelompok;
(c). Dalam sistem ekonomi Pancasila, konsepsi mengenai
manusia mempunyai lingkup yang luas, yaitu mencakup tidak
hanya manusia sebagai “economic, organizational dan social
man” yang kesemuanya hanya menyangkut dunia material, tapi
juga manusia sebagai “spiritual atau religious man”. Jadi dalam
menentukan mekanisme operasional bagi Sistem Ekonomi
Pancasila bukan hanya kita harus "meramu” ketiga mekanisme
yang disebut di atas, tetapi juga harus memberi makna dan
implikasi dari dimasukkannya aspek non-material tersebut dalam
konsepsi manusia pelakunya; (d). Sistem insentif merupakan titik
sentral dalam sistem organisasi. Pada tahap awal operasionali
Sistern Ekonomi Pancasila mungkin “insentif material atau
insentif ekonomis masih harus memegang peranan yang penting,
dan tahap perkembangan lebih lanjut barangkali “insentif non-
material bisa diharapkan akan semakin menonjol”. Yang sering
menjadi sumber perbedaan pendapat adalah mengenai apa yang
dimaksud dengan “kontribusi sosial”.

Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1085)

Mubyarto mengutipkan pandangan Sumitro Djojohadi-
kusumo: “...pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas bersumber
pada serangkaian kaidah, yaitu kaidah-kaidah vang ~erkandung
dalam Pancasila...”.

Di masa lampau kita telah mencoba merumuskan hakikat
dan dimensi Ekonomi Pancasila. Tentu rumusan ini masih
relevan, namun ruang-ruang kelas memerlukan suatu terobosan
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baru, suatu direct aitact terhadap konservatisme pengajaran
ilmu ekonomi, seperti dikemukakan pada halaman 15-19 di atas,
ditambah dengan pemahaman lebih mendalam mengenai
demokrasi ckonomi dan Pasal 33 vang bertujuan untuk
mewujudkan kebersamaan dalam kehidupan ekonomi nasional,
yang akan saya kemukakan melalui prinsip Triple-Co.

Lebih Lanjut mengenai Demokrasi Ekonomi Indonesia

Republik Indonesia menjunjung tinggi Demokrasi, men-
Junjung tinggi Kedaulatan Rakyat (Volkssouvereiniteit). Namun
paham demokrasi Indonesia berbeda dengan paham demokrasi
Barat.

Di dalam Demokrasi Politik tidak dibenarkan terjadi
autokrasi politik, sebaliknya menuntut terselenggaranya partisi-
pasi dan emansipasi politik. Demikian pula di dalam Demokrasi
Ekonomi tidak boleh pula terjadi autokrasi ekonomi, artinyva
menuntut terselenggaranya partisipasi ekonomi dan emansipasi
ckonomi. Autokrasi ekonomi berupa konsentrasi kekuatan dan
kekuasaan ekonomi tidak dibenarkan. Dalam Demokrasi
Ekonomi rakyat secara bersama memiliki kedaulatan ekonomnti.

Untuk lebih memperjelas, saya kutipkan lagi rujukan
berikut: Pembangunan Nasional dilakukan untuk mencapai
tujuan nasional, yaitu, “..melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejah-
teraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa...". Dengan
kata lain manusianys (rakyat/bangsa dan negara)-lah yang
dibangun. Dengan demikian sebenarnya pembangunan ekonomi
adalah derivat atau onderdil dari upaya mencapai cita-cita atau
tujuan nasional ini. Pembangunan Nasional adalah untuk
manusia, bukan sebaliknya manusia untuk pembangunan,
Orientasi Pembanguna Nasional Indonesia harus menem patkan
manusia Indonesia sesuai tuntutan konstitusional, Presiden
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Soeharto berulang kali menegaskan bahwa Pembangunan
Nasional Indonesia adalah “pembangunan manusia Indonesia
sentuhnya”.

Menyelamatkan Pasal 33 UUD 1945

Pasal 33 UUD 1945 dikatakan oleh Bintoro Tjokroami-
diojo adalah a master piece dalam pemikiran ekonomd Indonesia,
Di dalamnya mengandung Doktrin Kebangsaan dan Doktrin
Kerakyatan.

Dengan makin maraknya globalisasi kapitalistik-impe-
rialistik, disertai makin terabaikan dan tersisihnya ideologi
Pancasila, disertai kuatnya paham liberalisme dan individualisme
vang dipelihara dan dikembangkan di kampus-kampus, maka
lahir pulalah dari kampus-kampus itu intelektual nasional yang
tidak lagi peka akan ideologi nasionalnya sendiri.

Dengan krisis kepemimpinan nasional yang berke-
panjangan, makin mudahlah kekuatan global memainkan
peranannya mendikte Indonesia melalui Parlemennya vang
sedang dilanda euphoria pseudo Reformasi. Dari situlah pula
maka telah dengan mudah terbentuk konsessus partai-partai di
Parlemen untuk mengamandemen UUD 1945. Dengan demikian
tibalah pula suatu momentum yang telah lama ditunggu, baik
oleh pemodal global maupun oleh para political villains, sesuai
sindroma “de opstand der horden™nya Ortega y Casset, yang
menyelinap ke dalam kelompok-kelompok pelaku Reformasi
dengan target keukeuh-nya menghapuskan atau me-ubah Pasal

33 UUD 1945.
Kesejahteraan Sosial dalam Pasal 33 UUD 1945

UUD 1945 asli terdiri dari 3 pasal mengenai keekonomian
(demokrasi ekonomi) yang terletak pada Bab XIV UUD 1945 yang
berjudul KESEJAHTERAAN SOSIAL. Judul Bab ini self-expla-
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natory, artinya bahwa ujung daripada masalah keekonomian
Indonesia haruslah tercapainya “kesejahteraan sosial”.

Sementara itu dalam UUD 2002 hasil amandemen Pasal
33 UUD 1945 terdiri dari 5 ayat, 3 ayat pertamanya sepenuhnya
sama dengan UUD 1945 asli, sedangkan 2 ayat lainnya
merupakan ayat-ayat vang ditambahkan.

Pasal 33 pada UUD 2002 terletak di bawah Bab XIV yang
berjudul PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL. Judul baru ini pun self-explanatory, telah terjadi
perubahan yang sangat mendasar dan melenceng dari doktrin
kesejahteraan sosial Indonesia. Dengan amandemen demikian
ini, maka “kesejahteraan sosial” tidak lagi yang primus, tetapi
tereduksi makna dan perannya, sekadar sebagai derivat dari
perekonomian nasional.

Mendahului pembahasan mengenai Demokrasi Ekonomi
vang menjadi ruh Pasal 33 UUD 1945, perlu kiranya dikemu-
kakan catatan sebagai berikut:

Pertama, telah saya kemukakan di berbagai kesempatan,
bahwa UUD 1945 asi adalah sebuah Konstitusi yang custom-
made, disusun sendiri secara khas sesuai die Gestaltung Indone-

“ Ayat-aynt Pasal 33 UUD 2002 hasil amandemnen ita sdalah:

(1) Perckumomian disusim sebagal wsaha bersamae berdasar atas asas
keketumrpoan (tidsk berubah

(2) Cabang-cabang produksi yony penting bagi megara dan yang menguasal
hajat hidup orang banyok dikuesai olek negara (tdak berubah).

(3) Fremi, mr, dan kekayaan alam yang terkandung i delommge dikucsaé
olefy Negara dan dipergunckan untuk sebesar-setesar kemokmuran rakyar (tidak
besubah).

Kemudian sebagai akibat dilaknkannya omandemen, Pasal 33 UUD 1945 ini
memperolel tambrhan 2 ayat. yaitu Ayt 4 dan Ayat 5 berikat ini

(4} Merekonomien nasionad  disefenggamekan  benfasar  aras  demokrast
chomomi, kebersamamm, ofisiensi herkeadilan, berkelanjutan, beneawasan lEnghungan,
kermuamufirian, serta dengan wxnjoga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ehomormi
nisienal (ayat tambahan amandemen).

(5) Kententuan lelik larjut mengenn pelaksaraan pasal i diatur delom
undmng-undang (aut tambalesn amandemen).
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sia, berdasar kearifan lokal dan nasional, sekaligus tanpa meng-
abaikan hikmah dari proses modernisasi peradaban serta pemiki-
ran-pemikiran dan pengalaman-pengalaman empirik mondial.'?

Kedua, Pasal 33 Ayat (2) yang berbunyi *..Cabang-
cabang produksi yang penting bagi negara dan yang me-
nguasai hgjat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.."
menurut pendapat saya erat kaitannya dengan Sabda Rasul (HR
Abu Dawud) agar “...Manusia berserikat dalam tiga hal: air, api
dan rumput...”'®

Jimly Asshiddigie dengan cermat menuliskan bahwa
Konstitusi RRC tahun 1954 dan Konstitusi Vietrmm 2001
memiliki kemiripan dengan semangat Pasal 3 Ayat (2) UUD 1945.
Perkataan “belong to” dan “owned by the state”, “state’s
properties” dan "public properties” vang dipakai dalam konstitusi
negara-negara lain seperti Portugal, Spanyol, Hungaria, Polandia,
Ukraina, Nigeria, Afrika Selatan, Mesir, Brazil, Argentina,
Meksiko, Ekuador, Quba, India, Filipina, RRC, Vietnam, dan
Singapura, kurang lebihnya semuanya mirip dengan apa yang
dimaksud dengan “dikuasai oleh Negara” dalam Pasal 33 UUD
‘945_20}

™ Olebh Earens ity smya bisa menenima pandangnn Jimly Asshiddiqhe balwa
Pasal 33 Ayat (2) memiliki kemiripan dengan Konstitusi Uni Saviet dan beberapa negara
soslulis-komusis lainnya, Numun says masih mesaruh keragean apakeh sepanuhnyn
demildan, Pasal 33 UUD 1945 sebetsarnys sudah diperstapkan Mohamumad Hatta sejuk di
Boven Digoel dan tenta kemudian di Banda-Nelra, Mohammad Hatta memarng imesnbaws
berpeti-peti bukunya dalam masa pembunngan ita. Itulah sebaboya sma mengatakan
Mw::m pars penymuiuun tl'klm men;abuihnh:'ikxmh dani proses modernisasi

n serta pem n-pemikiran serta pengalaman- te i
Ei:di <unia”. Libat Jimly Asshiddigie, Kanstitusi &omm: ;(om m

m. 82-91.

" Jugo disumpaikan oleh Jimly Asshiddigie adanyn bebemapa kemiripan
dengan upa yoog ods pada Konstitusi Soviet-Rusia Tohan 1018 (yarg tentu dasare
tasarnys terhawa pula ke dalam Konstitisl Soviet Rusla 1024, Xonstitusi 1936 dan
Konstitusi 1977}, Lihat Jimly Asshiddigie, loc. cit.

o Jimby Asshiddigie, ibid,, him. 280,

o Jimly Asshiddigie, loc. eit, Oleh karenn it kata Jimly Asshiddiqie lebih
lagjur: “,.'dikunsai vleh oegara’ dalam Posal 33 Avar (3) UUD 1945 ackilah penegusan
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Ketiga, Amin Aryoso, Sri-Edi Swasono dkk lintas partai,
secara khusus “bergerak” menentang perubahan UUD 1945 dan
menyebarkan sikap politik berjudul “Sikap Politik Para Anggota
MPR RI (7 Novembe: 2001)", yaitu menolak usaha-usaha meng-
introdusir sistem “bizameral” dan tetap mempertahankan negara
unitaris yang hanya mengenal sistem “monokameral”. Sikap
politik kami tujukan kepada Komisi A ST-MPR 2001, ditan-
datangani oleh 190 Anggota MPR.#)

Gerakan Amin Aryoso dan Sri-Edi Swasono ini berlanjut
pula untuk menentang perubahan Pasal 33 UUD 1945. Menurut
dugaan keras saya, jauh sebelum ada Sidang-Sidang MPR pasca
1998, sudah ada ge-aken untuk menghilangkan atau merubah
total Pasal 33 UUD 1945. Panitia Ad Hoc (PAH) Badan Pekerja
(BP) MPR dalam membahas agenda perubahan membentuk Tim-
tim Ahli Perubahan JUD 1945. PAH I BP MPR membentuk Tim
Ahli Ekonomi. Susunan Tim Ahli Ekonomi ini terdiri dari
Mubyarto, Dawam Rahardjo, Sjahrir, Sri Mulyani, Bambang
Sudibyo, Didie .J. Razhbini. Rumusan Tim Ahli untuk mengganti
Pasal 33 UUD 1945 asli dan Ayat-ayatnya disusun oleh Sjahrir,
Sri Mulyani, Bambang Soedibyo, Didic J. Rachbini (dan
barangkali ada pula yang lain-lain}, namun isinya ditentang keras
oleh Mubyarto sebagai Ketua Tim dan juga oleh Dawam
Rahardjo, terutama <arena dihilangkannya “asas kekeluargaan”.
Kami merasakan naskah-naskah rumusan itu tidak mencer-

dalum arti seutubnyn yang mencakup joga kepemilikan, yaitu kepemilikan dalam pe-
ngertian hukum publik yarg tentunyn berfumgsi sebagai samber bags pengertion gw
peanibikan perdato (poieare cumershipl.masda kekmvoan sumbeniaya alan yang kita
wiliki, seluruhnyn adalab ancuk kepemtingan vakyat ", Libew Jimly Asshideligie, ibid., hlm,
283,

=0 Sikap Politik Para Anggota MPR R], 7 November 2oa1 (Jakarta: Yoyasan
Pendidihan 17 Agusius 16451 2001
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minkan keanggunan dan tidak padat substansi layaknya suatu
master-piece, bahasanya pun ibarat coretan catatan kuliah.=»

Mubyarto sempat menyampaikan perihal ini kepada saya
dan setahu saya juga kepada Bambang Ismawan. Saya menyam-
saikan saran kepada Mubyarto, apabila mercka memaksakan ke-
aendak dan merencanakan untuk melakukan voting, maka se-
Jaiknya Mubyarto mengundurkan diri sebelum voting dilakukan
agar tidak ikut terlibat dalam penyelewengan ideologis (meng-
ailangkan “asas kekeluargaan”) yang fundamental ini. Kemudian
<ita mendengar Mubyarto dan Dawam Rahardjo mengundurkan
diri dari keanggotaan Tim Ahli Ekonomi BP MPR. Saya sebagai
Anggota MPR tentu sangat prihatin akan keadaan ini.

Yang jelas pada Sidang Paripurna terakhir yang akan
nenetapkan dan memutuskan hasil-hasil amandemen UUD
1945, Pimpinan Sidang meminta agar rumusan naskah dibica-
rakan lagi dalam PAH 1 BP MPR untuk di rumuskan ulang,
Hasilnya Pasal 33 UUD 1945 asli Ayat (1), (2) dan (3)
dipertahankan, namun ada 2 pasal tambahan yang kita kenal
menjadi Pasal 4 dan 5 sebagaimana tertulis di atas, Seva berada
dalam pembahasan terakhir ini, namun dalam hati saya
serpendapat Ayat (1), (2), dan (3) bisa “dilumpuhkan” oleh Ayat
'4) yang mengangkat perkataan “efisiensi”. Pada detik-detik
erakhir menjelang dead-line vang ditetapkan Ketua (Amien
Rais), sava mengusulkan kepada Pimpinan Sidang PAH I (Jacob
Tobing) agar perkataan “efisiensi” diganti menjadi “efisiensi
nerkeadilan”.

Usul saya dikabulkan, tanpa banyak anggota sidang yang
menyadari hal itu merupakan suatu kemenangan untuk memper-

=) Dua naskah lengkap rumusan bara pengganti Pasal 33 UUD 1345 asli dopat
Jiboca pads buka Jimly Asshiddioee, op, o, hm. 231-255, Lihat polo So-Edi Swasono,
Rebersamaan dar Asas Kekduargoan: Motualizm end Brotherhood (Cakarta: UNJ-
Press, 2004), him. 57g-180.
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tahankan Pasal 33 UUD 1045 asli. Mereka tidak paham sepe-
nuhnya atas usul penambahan perkataan “berkeadilan”, kecuali
bahwa pemahaman rmereka “adil” itu adalah "sesuatu yang baik”.
Dengan demikian itu “efisiensi ekonomi" telah dirubah menjadi
“efisiensi sosial”, dengan keadilan sebagai tolak-ukurnya. Dengan
demikian pula maka bukan lagi “keseimbangan pasar” yang
diangkat ke muka, melainkan adalah “keseimbangan sosial”.
Dengan perkataan “efisiensi berkeadilan” itu, maka “efisiensi”
tertransformasi dari nilai ekonomi-sentris (neoklasikal hiberal)
menjadi “efisiensi sasial” (nilai sosial-ekonomi yang lebih luas),
selaras dengan makna social-justice dan societal welfare, yang
terkait langsung dengan makna dan Sila ke-5 Pancasila “keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

“Penjelasan” Pasal 33 UUD 1945 Tetap Berlaku

Apa itu Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonemi Indo-
nesia? “Demokrasi politik” mepuntut terselenggaranya partisipa-
si politik dan emansipasi politik seluruh rakyat. Tentulah pula
dengan demikian “demokrasi ekonomi”™ menuntut terselengga-
ranya partisipasi ekonomi dan emansipasi ekonomi seluruh

rakyat.
Penjelasan Pasal 33 UUD 1945

Makna dan d mensi Demokrasi Ekonomi kita peroleh dari
Penjelasan UUD 1945 tentang Pasal 33, sebagai berikut:

“Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasd ekonomi,
produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawalk pimpinan
atau penilikan anggota-anggora masyaraket. Kemakmuran ma-
syerakatioh wang divtamakan, bukan kemakmuran orang-
seorang, Sebabs itv perekonomian disusun sebagal usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargoan. Bangun peruschaan yang
sesuai dengan :tu 1alah koperasi,
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Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemak-
muran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi
yang penting bagi Negara dan yang menguasai hidup orang
banyak harus dikuasai harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak,
tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yano berkuasa
dan rakayt yang banyak ditindasinya.

Hanye perusehaan yang tidek menguasai hajat hidup
arang banyak boleh ada di tangan orang seorang.

Bumi dan air dan kekeyaan alam yang terkandung

dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat Sebab itu
harus dikuasai oleh negare dan dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat”.

Perlu kita catat bahwa setelah UUD 1045 diamandemen
empat kali. UUD 1945 (hasil amandemen) tidak memiliki
Ferjelasan. Namun, saya berpendapat tegas, Penjelasan UUD
1945 untuk Pasal 33 UUD 1945 merupakan referensi dan
interpretasi otentik yuridis, harus tetap berlaku. Prof. Maria
Farida Soeprapto juga telah menegaskan dengan alasan berbeda:

“..khusus untuk Penjelesan Pasal demi Pasal, memang
dengan perubahan pasai-pasal dalam Undang-Undang Dasar
1945 maka Penjelosan Pasal-pasal tersebut dapat tidak sesuai
lagi dengan makna dan rumusan pasal-pasal yang baru, namun
bagi pasal-pasal yang belum divbah tentunya penjelasan pasal-
pasal tersebut masih berlaky dan sesuai dengan mukna dan
rumusan dalam posol-paseinge, miselnya Penjelasar Pasal 4,
Pasal 22, dan Pasal 33 ayot (1), (2) dan (3)..."9

Seyogyanyalah Mahkamah Konstitusi membenarkannya
mengingat Prof. Maria Farida Soeprapto adalah hakim Mah-
kamah Konstitusi.

= Likat Mariy Farida Indrati Sosprapta, Mimbar Hokue, Jirmal Serkala F4-
LM, No, 49/11/2004.
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Demokrasi Ekonomi dan Academic Hegemony

Namun disayangkan Pasal 33 UUD 1945 ini -dicebirkan
oleh para ekonom neoklasikal yang masih saja merasa tidak
terikat oleh ideolog: nasional, yang masih saja mengemban
pandangan parsial knno tentang makna development (yang ke-
mudian mengakibatkan lahirnya gagasan kontemporer INET —
Initiative for New Economic Thinking (sebagaimana dikemu-
kakan Soros, Stiglitz dan Akerlof sebagai para advokatornya, yang
ketiganya menolak sistem ekonomi pasar-bebas). Bagi sekelom-
pok ekonom 1SEI ini, kuliah-kuliah ruang kelas mereka telah
seenaknya bebas merggusur pesan-pesan konsitusi, dapat diduga
mereka telah termakan oleh academic hegemony, sebagai perang
ideologi neoliberalisme yang menundukkan kampus-kampus kita
menjadi intellectual followers.

Sekedar sebagai ilustrasi: di samping kelengahan kultural
dan akademis mengenai pesan ideologi yang menyertai doktrin
Demokrasi Ekonomi sebagai ruh Pasal 33 UUD 1945, ada pula
suatu intellectual eoquette sebagaimana dikatakan seenaknysa
oleh seorang guru besar dalam suatu Sidang Guru Besar kepada
saya pribadi (2012), barangkali sesuai dengan harapan ins-
tingtifnya, ia mengatakan, “..kan Pasal 33 UUD 1945 telah
dirubah...” (barangkali yang ia maksudkan agar saya tidak bicara
Pasal 33 UUD 1945 lagi di FEUI). Padahal hilangnya atau
dirubahnya Pasal 35 UUD 1945 tidak lebih dari suatu wishful
thinking-nya guru besar ini, yang barangkali senantiasa
mengusik dia dan mereka yang mengaggumi sistem ekonomi
pasar, suatu neoclassical mindset termakan oleh hegemoni yang
melanda kampus-kampus kita.»# Dia tidak tahu bahwa Pasal 33

=4 Susan Gearge rengzambadan puln betapn seogitnyn pesung ide dan perang
[deologl Ity berjuang keras menyebarkan nealiberafisme dan mempertabanban kopita-
lisme global, yung dibiayn oleh korporasi-korpornsi Gan yayusan-yadusannu secun

4

UUD 1945 mati-matian oleh banyak komponen nasional-pa-
triotik telah berhasil dipertabankan ketiga ayat aslinya, meskipun
dengan tambahan 2 ayat baru (ayat 4 dan ayat 5).

Termasuk dalam academic hegemony, vang barangkali
Juga sekaligus merupakan academic poverty, adalah ketidak-
mampuan atau ketidakmauvan untuk memahami Demokrasi
Ekonomi vang merupakan inti dari Pasal 33 UUD 1045.
Ditolaknya oleh Pimpinan FEUI usulan Rektor Ul (1g75) untuk
menganugerahkan gelar Doctor HC kepada tokoh nasional
pendesain Pasal 33 UUD 1045, seorang tokoh strukturalisme
zkonomi dan demokrasi ekonomi Indonesia, adalah sckedar
salah satu contoh keterjerumusan pada academic hegemony dan
academic poverty di lingkungan fakultas-fakultas ekonomi.»»

Resar-besaran, memasoks dunia bampns dan lembaga-lembaga penelitian terboomm,
“membell® para Intelektuad das editer-editor magalbily terkomekn. mengwlakim pende-
bertam-perdebatan artifsnl yonz direknnsa dan dovuat i New Yok Times, Waskhington
Jost &an Time Mogereine, IMF, The World Bank, WO ikt dalam perang ide e, sebaznl
boglan dort pateth ileologi nenlibetaliseas Mgkilu mengabaibon ckonomi mkyat dan
deindnstriolisss sekedor demi WTO adaluh kelemgaban baltuen] din abadessi yang
mingmt parsh, Lebih ban ity Snsan Grorge mesggambarknn pala beagisma reoliberabsme
1 Amecka Serikal, opalagl terhadop segemeacgann derkembaeg, wwlebsi Korporasi-
Borporast dan lembagndemtagn internasional peadukoagnyn, lbet Swan Geoege,
Jopedlik Precr Bebax, toemshan [Iakasta: INFLD/Binn Rena Parswara, 2ooz), blm. 75+
ol

= Barangkall saat stu fakultes fbultas ckenomi, momstut istilah &kan Rolinsen
11962), termasuk opa yang disshutrya schagai the Aard-dwadad classzal. Saat @u
Sakiftas-faknltas vhononn vemamaya, tak terbacmali & Salemba 4, dengan tangga mem-
pershankan passislsos vhonomi neoklsikal wang peo loissee-fodre, yang Magen kini
~aham inl masth mendominast pengajaran di ruseg-runeg dels. Kiam seoklasikal ini
‘etap enggin atau tidak beskeingines memahaml peadargas pandargon ebosomi strak-
turalistix wesai Konsttusi Indonesin Mercka lebeh mengensai dan meemabhamd com-
Jetitisdsm, telapi leegad delom memhami cooperarietnm ssbogni teraten camsan,
wdahol torda-tandn muly bangkiteya wea Jemu din fatigue terhadag persiingin,
»rinrungan dan pepernngan makin syaty, Cooperatfuism des kerfrsamas tdah mestiwai

shitertukaya fora berisssma intermsiomal acisk didinkanoya LCeagoe of Natkws, PBE, AA,

GNB, kemudise lahiddads kerjssesa-kjamma AFTA, NAFTA, APEC, ASEAN, ABC/MEA

dan seterusnya,
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Demokrasi Ekonomi: Partisipasi, Emansipasi dan Keter
bawasertaam

Doktrin demokrasi ekonomi yang berinti “partisipasi eko-
nomi® dan “emansipasi ekonomi” harus berujung pada prinsip
“keterbawasertaan”. Artinya dalam setiap kemajuan pemba-
ngunan rakyat harms scnantiasa terbawaserta (teremansipasi).
Kemajuan ckonomi rakyat haruslah inheren dengan kemajuan
pembangunan nasional seluruhnya, Tidak seharusnya terjadi
“eksklusivisme pembangunan®, tidak terjadi pula marjinalisast,
alineasi atau penyingkiran terhadap rakyat miskin dan lemah.
Pandangan ini melahirkan tuntutan bahwa dalam setiap pem-
bangunan malls dar. hypermarkets, maka PKL-PKL, usaha-usaha
informal, pasar-pasar rakyat dan pasar-pasar tradisional harus
katut terbawaserta, ikut terangkat masuk ke dalam pasar-pasar
modern ini, Kita harus menghindari tindakan menggusur orang
miskin, kemiskinannyalah yang seharusnya kita gusur,

Jauh-jauh hari, pada tahun 1931 telah dikeluhkan oleh
Mohammad Hatta tentang “Pengaroeh Koloniaal Kapitaal di
Indonesia® (Doulat Rajat, 20 November 1931) dan Jebih lanjut
Hatta menulis “Ekonomi Ra'jat dalam Bahaja” (Daulat Rajjat, 10
Juni 1934) yvang menunjukkan Jahirnya ide awal strukturalisme
Indonesia menentang liberalisme yang membawa semangat
menggusur dan mencaplok ekonomi rakyat (Ausschaltungs-
tendenz dan Einschaltungstendenz). Pasar tradisional rakyat
sebagai keunikan sosial-budaya yang spesifix seharusnyalah
dapat menjadi pameran bagi the modern presence of Indonesia.

Perlu saya mengajak mahasiswa-mahasiswa saya agar
hendaknya jangan terpaku pada pola-pikir “perlunya pemihakan”
(altruisme-filantropi) terhadap ekonomi rakyat, karena dalam
ckonomi rakyat terzandung hak-hak sosial rakyat. Seharusnya
kita mampu melibat peran ekonomi rakyat schagai suatu strategi
pembangunan. Banyak makna strategis ekonomi kerakyatan
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dapat dfkemukakan. Satu contoh saja: selama ini, Ehususnya
Jalam masa-masa sulit, ekonomi rakyatlah yang memberikan
apangan kerja dan menghidupi rakyat, memberi kehidupan
murah (Tow cost economy dan low cost of living) kepada para
Surub berupah rendah dari korporasi-korporasi besar (juga
sepada PNS dan prajurit bawahan). Dengan kata lair ekonomi
-akyat "mensubsidi” perckonomian besar di atasnya, merupakan
suatu proses frickle-up effect secara nyata dan strategis men-
dukung korporasi-korporasi besar, mendukung ekonomi na-
sional, Sebaliknye dalam konteks ini proses trickle-doum effect
kapitalistik secara teoretik menjadi omong-kosong.

Demokrasi Ekonomi Indonesia bukan Jalan-Teagah

Di awal bulan Mei 1992, dalam salah satu makaleh utama
dari FEUI yang diajukan pada suatu dialog ekonomi nasional di
Jakarta dikemukakan pertanyaan seperti ini:

*.dstilah demokrasi ekonomi sebenarnya widak aken
hisa ditermikan dalam kamus istilah ekonomi. Bakian pemba-
hasan mengenal konsep int juga tidak terdapat dalam buku-
hukar ekonomi, polink, sosiologi ataw pun bukw-bxku ilmiak
lainnya. Akan tetapi istilah demokrasi ekonomi dapat dijum-
pai dalom Penjelasan UIID rags5 Republik Indonesia, tetapi
tanpa penjabaran lebik lanjut yang mendaiam...”,

Mengapa harus ada pertanyaan dan ekonom FEUI
demikian itu sebagai awal dari makalahnya? Bukan nrain suatu
pertanyaan yang kelewat “berani mati”.* Konstitusi memang
tidak menjabarkan, konstitusi memberi pedoman ideologis.
Dengan Pembukaan UUD 1945 vang demikian, kita wajib

# Setelah 20 tahun keswdian pemakabah Ind termyata pendokassg chooomi
boastitest. S B Swasono, Dard Danfar Toanks kv Doulat Rotpat (lakatn: Ul-Press,
roo2), him, 274-270
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menjabarkan Pasal 33 UUD 1945 sesuai dengan Penjelasan pasal
demi pasal berdasar Doktrin Kebangsaan serta Doktrin Kerak-
vatan vang dikandungznya.

Istilah “demckrasi ekonomi™ dengan mudah didapati di
Kamus Istilah Ekonomi (Inggris-Belanda-Indonesia) sebagai
entri di bawah abjad E: Economic Democracy - Economische
Democratie — Demokrasi Eonomi, dijelaskan di situ: demokrasi
ekonomi berhubungan dengan hak rurut bersuaranya bu-
ruh/karyawan di Ningkungan pimpinan perusahaan (mede-
zeggenschap).

Di dalam ensiklopedi yang paling popular pun seperti
misalnya Encyclopedia Americana, Vol. 8 (1970), pada entri
“democracy”, sub-entri “Kinds of Democracy”, dapat ditemui
tidak sekedar istilah, tetapi juga pengertian dan penjelasan
tentang demokrasi ekonomi (econemic democracy) dari berbagai
sudut pandang mikro dan makro (disusun oleh ahli ilmu politik
terkemuka, Sidney Hood dari New York University). Demikian
pula dalam Encyclopaedia Britannica Vol. 7 (1958) pada entri
“democracy” dibahis panjang lebar masalah social equality,
potitical eguality dan economic equality sebagai bagian tak ter-
pisahkan dari real democracy, dan “demokrasi ekonomi” ter-
kandung di dalamnya.

Di dalam kamus wmum Inggris-Ingeris yang paling tebal
dan terbaru pun, seperti Webster’s New Twentieth Century
Dictionary, economie democracy ada di dalamnya di bawah entri
democracy.

Salah satu deri banyak buku tentang demokrasi ekonomi
Robert A, Dahl, A Preface to Economic Democracy, terbitan Uni-
versity of Californic Press, Berkeley (1985). Bahkan 18 tahun
kemudian setelah cemoohan 1992, terbit buku monumental kara-
ngan J.W. Smith, Ezenomic Democracy: The Political Struggle
of the Twenty-First Century (New York: M.E. Sharpe, 2000),
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Edisi ke-g-nya terbit tabun 2005. Saya mencatat pula dari
bukunya Gunawan Wiradi, dalam makalahnya tahun 1994 dan
kemudian dalam bukunya yang terbit tahun 2015, mengungkap
pula buku-buku C.H. Douglas, Economic Democracy (London:
Cicil Plamer, 1920) dan Robin Acher, Economic Democracy: The
Politics of Feasible Sosialism (New York: Oxford University
Press, 1055).#

Seperti dikemukakan di atas, elemen-clemen -erpenting
di dalam demokrasi ekonomi adalah partisipasi ekonomi dan
emansipasi ekonomi. Partisipasi menghendaki semrua pihak
terlibat, dan emansipasi menegaskan setiap orang satu sama lain
adalah setara dan sebagai saudara yang bergotong-royong,
perdasar kredo humanisme tentang the brotherhood of men
Demokrasi ekonomi dalam korporasi-korporasi banyak diartikan
sebagai keterlibatan lebih luas dalam pengambilan <eputusan
‘decision making) yang meliputi tidak saja share holders tetapi
Juga lebih luas meliputi stake holders, sekaligus menentang
pemusatan atau oligarki pemilikan (ownership) dan memperluas
pemilikan bersama dari seluruh spektrum common borad.

Demokrasi Ekonomi Indonesia bukan “jalan-tengah”.
Mohammad Hatta menyebutnya sebagai “jalan-lurus® stau “jalan
Pancasila”, vang kesemuanya ini adalah “jalan-lain”, vang bukan
“jalan-kind" dan bukan “jalan-kanan® (yang dicemoch sebagai

= Liht Gunawan Wiradi, Menilik Demodrusi (Yogvakarsa: Taanh Ax Deta,
2015, him. xvil,

& Runtuhmya Tembok Berlin (91121080) disyuburt oleh selumls dusta dan
liperingnti besar-Sessaran dengon pogelaran kooser éd Derhia pada taeggal 25 Desember
1989, Muwsus untak itu dilentuk ockes simfoni gabungan dari orkes-eckes simfoni
erkemuka di dumin, di Scheosplelans Bedle dimainkan dergan megah Boethoven
Jymphony No. 9 mergumandangkan “alfe Mevsohon uerden Hrader® « all men are
Yrathery, mempkan the broteniood of men, Kekustan Srotherhood ini tuhh mergadi
astu tah yang meryatuban Eropa, Lkt Soldh fnnje So-Bdi Swasono, Keberaomaan
fan Aszas Kebelpargoan: Fhonomi dae Fudage, Orask Timiah Dies Nataks Unhersdtax
Sodmh Mada 19 Desember 2017, bersamann dengan pevenmazs “Anngerah Hamenghn
Buwono IX® Bldang IPTEK darl Usiversitas Cadinh Yads
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jalan tidak menentw, ora rono, ora rene, ora ngalor ora ngidul,
egal-egol  kaya nenthok), lalu berujung pada “swing of
pendulum”® yang lebih merupakan pandangan Vang meng-
utamakan kestabilas pragmatis daripada yang strukturalistik-
paradigmatik. Anthony Giddens mempunyai “jalan ketiga”, ia
mengartikannya sebagai “jalan-lain” non-konvensional meskipun
tetap neoliberal.

Ekonomi Islam: Harta, Air, Api dan Rumput

Ekonomi Pancasila sejalan dengan Ekonomi Islam. Pada
kesempatan ini saya perlu mengingatkan lagi bunyi Pasal 23 Ayat
(1) UUD 1945 menegaskan bahwa *..Perckonomian disusun
sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.,.”,

Perekonomian disusun, artinya imperatif harus disusun
dan tidsk dibiarkan tersusun sendiri, haruslah disusun sesuai
Firman Allah “. supaya harta itu jangan hanya beredar di
antara orang-orang kaya di antara kamu... " (Al-Hasyr, ayat 7).

Demikian pula disusun agar tidak terjadi konsentrasi pe-
nguasaan (tidak boleh terjadi pemonopolian) terhadap sumber-
sumber kekayaan karena . Kepunyaan Allah-lah kergjaan
langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya, Dia Maha
Kuasa atas segalanyp.... " (Al-Maidah, ayat 120), Dan “..sungguh,
orang muslim hanye satu dalom persaudaraan...” (Al-Hujurat,
ayat 10). Demikian pula Tuban tidak menghendaki penguasaan
harta secara mutlak, maka Tuhan berfirman "..Celakalah...yang
menimbun harta dan menghitung-hitungnya...” (Al-Humazah,
ayat 2).

Bahwa perekonomian havus disusun, tidak boleh dibiar-
kan tersusun sendiri melalui mekanisme pasar-bebas a fa
competitive economics, maka makin jelas dari Sabda Rasul (HR
Abu Dawud) agar ... Manusia berserikat dalam tiga hal: air, api
dan rumput...". Air (sumber segala kehidupan dst), Api (minyak
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bumi, batubara, listrik dst), dan rumput (hutan, padi-padian dst)
merupakan kebutuhan-kebutuhan dasar “hidup bersama”. Berse-
rikat adalah wujud paham kebersamaan, berserikat adalah
wujud pengaturan berdasar musyawarah dan mufakat.

Itulah sebabnya Pasal 33 UUD 1945 saya sebnt sebagai
sangat Islami karena diutamakannya “usaha bersama" atau
usaha “ber-jemaah”, yang dalam bahasa ekonomi saya sebut
sebagai mutualism, melalui ‘perserikatan’ itu; yarg berarti
menolak individualisme atau asas perorangan. Seharvsnya bagi
mereka vang aktif dalam pengembangan ekonomi [s.am maka
Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi INET mereka pula.

Demikian pula perlu kita catat bahwa Pasal 34 UUD 1945
vang menegaskan "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar
dipelihara oleh negara”, menunaikan Al-Maa'uun, Avat 1-7.
Babwa definisi pembangunan telah terkoreksi dan berkembang
e arah people-centered dan humanism, harus kita sadari dan
-erus kita tuntut,

Di berbagai buku dan artikel-artikel saya telah saya
:egaskan bahwa Ekonomi Pancasila (vaitu ekonomi yang sesuai
dengan sila-sila Pancasila, yang berarti pula penguatan demo-
krasi ekonomi berdasar UUD 1945) bisa dikatakan seiring dan
selaras dengan apa vang sering diungkapkan sebagai Ekonomi
[slam, keduanya compatible meskipun tidak sepenuhnya
substitutable, dengan kata lain Ekonomi Pancasila sangat Islami.
Namun compatibility Ekonomi Islam terhadap Ekonomi
Pancasila akan makin surut apabila (seperti sedang papuler saat
ini) Ekonomi Islam direduksi dan lebih terpusatkan hanya pada
upaya membangun bank-bank syariah, seterusnya riba hanya
ditinjau dari segi bunga perbankan saja. Riba justru hidup subur
di dalam sistem ekonomi yang eksploitatori secara “uas, yang
memelihara dan menumbuhkan kesenjangan ekoneomi, yang
membiarkan terjadinva trade-off secara sistemik untuk kerugian
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s1 miskin dan si lemab, vang tersubordinasi dan terdiskriminasi,
vang membiarkan brutalitas leissez-faire dalam arti luas, Vang
justru diabaikan oleh mereka vang sedang lengah oleh eforia

dalam mengembangkan bank-bank syariah, tanpa memper- BAB I
hatikan perlunya dekonstruksi dan restrukturisasi sistem eko- EKONOMI RAKYAT:
nomi vang usurious ini. PERWUJUDAN DEMOKRASI EKONOMI
DAN
EKONOMI PANCASILA
Pengantar: Paradoks Indonesia

Sebelum kita bicara ekonomi rukyat, barangkali perlu
dikemukakan kenyataan paradoksal yang terjadi dalam pere-
konomian Indonesia.**

Berikut ini adalah pendekatan paradigmatik mengenai
paradoks pembangunan Indonesia dalam bentuk pertanyaan
viang saya kemukakan pada acara tanggal 22 Septembe 2018 itu,
Dari paradoks yang berupa pertanyaan-pertanyaan berikut ini
akan dicoba menarik suatu tuntutan budaya strategis dalam
membangun karakter bangsa, dari segi faktual dan relevansi,

Pertama, mengapn pembangunan yang terjadi di Indo-
nesia ini menggusur orang miskin dan bukan menggusur
kemiskinan? Alibatnya pembangunan, sebagai kepaniangan
kapitalisme global, telak menjadi suatu proses dehursanisasi.

Keduo, mengapa vang tersadi sekadar “pembingunan di

Indonesia” dan bukan “pembangunon Indonesia™? Orang man-

canegara yang membangun [ndonesia, menfadi pemegang

konsesi hagi usaha-usaha ekonomi strategis. Sedangkan orang

Indonesia menjadi penonton atau sekadar jongos globalisasi,

Ketiga, mengapa “daulat pasar” dibiarkan begitu ber-
kuasa, sehingga menggusur “daulat rakyat™. Beginilah glo-

 Dignglat chiri pestemuan bessamn Prabowo Subiaato merghadal 900
Jenderal das gara Intekektual pocdh tangal 22 Septestor 2018 & Jakarto vang dindekan
odeh focum Panlti Barseess Ntsandaroan Indonesin
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balisasi ekonomi yang berdasar ekonomi arus utama
(mainstream economics), berdasar pemujaan pada fundamen-
talisme pasar (market fundamentalism). Tentu disayangkan
ruang-ruang Xlas kita justru mengajarkan mu  ekonomi
berdasar fundamentalisme pasar ini. Dari berlakunya “daulat
pasar” terjaditab peminggiran atan marginalisasi rakyat. Rakyat
tidek “terbaweserta® dalam kemajuan pembangunan. Bahkan
setiap detik ibarat terjadi transfer pemilikan (tanah) dari si
lemah dan kevil kepada =i kuat dan besar, maka terjadilab
kembali inlanierisasi, minderisasi dan infertorization (abo-
riginisasi) teraadap rakyat. Ekonomi rakyat ikut terpuruk
dengan terpuruknya rakyat. Lalu akibatnya pembangunan
menggusur  orang  miskin, bukan menggusur kemiskinan
sehagaimana saya kemukakan sebagai pertanvaan pertama di
alas.

Keempat, bukankah sebarusnya kita menjadi Tuan di
Negeni Sendiri menjadi “The Master in our own Homeland, not
Just to become the Host", yang hanya menjadi pelayan kepen-
tingan global dan mancanegara? Lalu mengapa kita tetap men-
jaddi Koefie di Megeri Sendiri, mengapa kita hanya sekadar men-
Jadi master of seremony?

Kelima, mengapa kescjohternan rakyat tidak kunjung
tercapai, kesenjongan antarn kaya dan miskin sangat tajam.
Ketidakadilan pendapatan dan pemilikan makin  melebar.
Globalisasi ekonomi dengan pasar-bebas dengan persaingan
dan pcrdnmru;,m bebas bewnannya makin  mempertajam
kesenjangan izl Di sind rasa keadilan terusik, emansipasi dan
toleransi terganggn, kerukunan nasional akan berubah menjadi
konflix nasionil, vang aken menggoyvahkan kestabilan integrasi
nasional.

Keenwm, mengapa kesenjangan antara kaya dan miskin
yvang membertukkan kesenjangan frustasi (frustration-gap)
E::a pihak si miskin, yaitu gap antara aspirasi imaginer dan

yataan fakwal yang berkembang cleh dorongan iklan
kopsumtif me2wah dan maekin meluasnya tarikan  hidup
melimpah {@fuency) yang dicontohkan oleh pihak yang kaya,
menumbuhkan kecemburvan sasial dan keresahan sosial yang
memagut, serta menyayat kedomaian,

Ketyjvh, mengapa anak-anak muda kita terbiarkan
kehilangan jaci-din dan kebanggaun nasional sebagai akibat
globalisusi  munyam, Lalu di mana  kita menempatkan
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kebanggaan kita mengenm keindonesisan. Padahal a
kita harus mampu memberikan kebanggaan nasional Indonesia
kepada pemuda-pemuodi kita.

Kedelapan, mengapa kita tidak secar tegas menyadari
bahwa pembangunan scharusnya mengutamakas ‘daulat
rakyat’, bukan mengutamakan ‘daulat pasar-nya neol beralisme
dan kapitalisme. Dengan “daulat-pasar™ (market sowreignty)
itu, kita malahan kehilangan kedaulatan nasional: kita tidak
berdaulat dalam pangan, bibit, obat dasar, teknik industr,
ekspor-ilmpor,  energi, teknologi, pertahanan, tataguna
bumi/air/kekayvaan alam, babhkan lita tidak berdaclat dalam
legislasi. Bagnimana ketakberdaulatan dan keterjajahan ini bisa
teriadi?

e Kesembilan, kita memang tidak boleh rremelihara
xenophodia, namun kita membiarkan bahwa ekonomi asing
mendominasi ekonomi nasional. Mengapa kita begind permisif,
apakah kavena kita tidak mengemban kepeduliar nasional
meskipun kita telah merdeka, ataukah karena kita masih tetap
servile sebagai Inlander. Darl segi makro ekonomi globalisasi
harus dengan tegar kita hadapi, sambil tetap menyadari bahwa
globalizasi bukanlah ajang penyernhan kedaulatan ke kekuatan-
kekuatan global.

Kesepuluh, kita telah berjuang habis-habisan untuk
mencapai Kemerdekann Indonesia. Akhirnya kita merdeka dan
berdaulat dan memiliki sepenuhnya national sovercignty and
rerritorial integrity. Lalu mengape kita tiba-tiba kendor dalam
kewaspadaan dan membiarkan kedavlatan nasional terjarah,
pengutamaan  kepentingan nasional tidek lagi kita pegang
teguh, padahal hakikat nasionalisme adalah mengutamakan
kepentingan  nasional wappa  mengabaikan tangiungjawab
global. Bahkan kita yang memperjuangkan onafhankelijkheid
atau ketaktergantungan bangsa sebagai picu memperoleh
kemerdekaan nasional, malahan saat ini kita tidek mandin dan
banyak tergantung kepada kekuatan asing »

At
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Kesepuluh pertanyaan paradoksal di atas terkait dengan
shifts of paradigm dan dimensi serta definisi dari pembangunan,
vang perlu kita pahami. Dapat saya sampaikan sebagai berikut:

Paradigma Baru: Shifts of Paradigm

Bila ada paradigma baru mengenai ilmu ekonomi dan
ekonomi pembanguian yang diperlukan saat ini, paradigma-
paradigma baru itu adalah: (1) meninggalkan titik-tolak dari
manusia sebagai hore-economicus, menuju (tentu mengandung
tumpang-tinding arti) ke homo-huwmanus, homo-ethicus, homo-
socious, homo-religious, homo-poéta dan homo-magnificus
tentu saling mengandung (2) dalam perekonomian manusia
(ummat) yang harus diperankan dalam posisi  “sentral-
substansial” tidak beleh direduksi oleh modal menjadi sckedar
“marginal-residual” sebagai tuntutan penyelenggaraan demokrasi
ekonomi; (3) menegaskan the end of laissez-faire, mencgaskan
bahwa pasarnya Adem Smith (the {nvisible hand) lebih banyak
gagal daripada berhasil untuk mengatasi  ketimpangan-
ketimpangan struktural vang menjadi misi kaum strukturalis; (4)
menisbikan atau menafikan kompetitivisme sebagai titik-tolak
dan memadukannya dengan kooperativisme dalam konteks
¢konomi humanistik; (5) meninggalkan asas perorangan (self
interest) menjadi ases bersama (mutual interest), menghidupkan
kebersamaan dan asas kekeluargaan, sesuai tuntutan dunia baru
vitng berpaham alle Menchen werden Bruder — mengukuhkan
the brotherhood of mens’; (6) mengunggulkan "Daulat Rakyat™

» Dolam semizay Intesmotional WISDOM 2010, says jelicdun dan fegarkan
babwa Posal 510 UUD 1995 adialah sebuah muster-piae Indonesia, suntu kooad wisdom
iapiring global wfutions, Lebdy dun ito setelah mengulos kecemasan: Stighitz yong
dikemnubakas dabim bnda terbarenva [Apr 2010) FrogGlb# tontasg bakal te
ekonomi donka, saje katskan: " Whar Mr. Srifiez s fooking for ie Artiole 39 of the

53

dan meminggirkan "Daulat Pasar”, artinya dalam pembangunan
vang dibangun adalab rakyat, bukan modal, pembangunan
2konomi adalah derivat dari pembangunan rakyat. Perubahan
paradigma berlanjut (7) dari yang semula beroriemtasi pada
pertumbuhan ekonomi dan pembagian yang lebih merata dari
sertumbuhan ekonomi itw, menjadi berorientasi pada pem-
Oangunan untuk meningkatkan harkat martabat manusia, artinya
idak lagi pembangunan adalah hanya untuk mencapai pe-
ningkatan “nilai-tambah ekonomi® namun juga sckaligus
neningkatkan “nilai-tambah sosial-kultural”, (8) Modernisasi
sukan westernisasl, bahkan bukan pula apa yang kadang-kadang
iartikan sebagai tuntutan “eksklusivisasi parokhial” yang justru
nengutuk modernisme dan mendekatkan pada puritanisme
undamental vang swicidal. Modernisasi harus diartikan sebagai
memantapkan keindonesiaan. Usaha kebudayaan harus menuju
semajuan adab, dengan secara selektif tidak menolak bahan-
oahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memper-
tembangkan dan memperkaya kebudayaan bangsa seadiri serta
nempertinggi  derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Pem-
sangunan mengemban konsepsi untuk tidak saja untuk menjadi
‘0 have more, tetapi juga untuk to be more. Demikian inilah
sebabnya maka Kita harus selalu mengacu Pasal 27 ayat 2 UUD
1945, babhwa "tap-tiap wargancgara berhak atas pekerjaan dan

‘mdunesin'’s Constitution...” (e, *..The evoncemy (s 10 & disignal as seeal endaier
wasod upow the principde of brotherood...”,
Paham “lobersamuman™ makin menjadi nilsi-nibi moadial Pabam “demokresd
<koaomi® Indanesia merupabon national ufsdom rmpvring plobul alutions
Beethoven Symphony No. IX (rAe oursh movestent) seselah runtishingg Tembaok
Jewlin (9 November 1aSa), di himah conductor Masstro Leonard Berestein di Beslin (23
Jesember $0809), mengumanilaogbkan Ovs e diie Frovale-mvo Frndeich von Schilker (1759-
1Sos). Ode mulis yung diangkat ke ilaim Symphony &8 menggdegar. Freude Goy st
wapgpmess) digelorakan Maestoo Bernsteis menfod! Sl (fosdom), atinge Sog wang
sepei temnpoi dengan dirssbewa froedore. Odle Schiller ini meogalunkan saduan seara
angit alle Mmscfen werder Hroder - susto dentherond af me din Kebersamaan smtar
nanusin yong menjodi Seboasan yvang mensutukan Propa,
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penghidupan yang layak bagi kemanusiaan®, (9) Pembangunan
memperoleh definisi baru pula, yaitu proses meningkatnya
kemampuan rakyat, oleh karena itu strategi pembangunan tidak
saja sekedar untuk mencukupl kebutuhan hidup massa rakyat,
tetapi massa rakyat itu sendin yang harus bertindak sebagai
produsen-produsennya. (10} Pembangunan dituntut mampu
menghasilkan kebanggaan, kejayaan dan kemandragunaan na-
sional untuk memberi makna sakral pada nasionalisme. Pem-
bangunan akan berkelanjutan jika didorong dan ditopang oleh
nasionalisme sebagai modal dasar pembangunan itu sendiri.

Tanpa pergeseran-pergescran paradigma di atas maka
yang terbentuk adalah sistem ekonomi yang eksploitatif dan
ribawi. (Scbagai catatan pinggir para ahli ekonomi syariah harus
pula ahli ekonomi konvensional dan sekaligus kontemporer,
sehingga mampu mengoreksi, mengimprovisasi dan  lebih
tangguh serta mumpani mengantar ilmu ekonomi syariah ke arah
tercapainya keadilan dan kemaslahatan ummat).

Definisi Pembangunan

Kita telah memperhatikan terjadinya shifts of paradigm
dalam perkembangsn pemikiran pembangunan. Pembangunan
dengan demikian itu memperoleh berbagai dimensi dan definisi,

Definisi berikut berbagai dimensi tentang pembangunan,
yang pada dasarnya adalab membangun masyarakat menuju
Baldatun Thayyibanm Wa Rabbun Ghafur, paling tidak dapat
saya gambarkan sebagai berikut:

(1). Pembangunan nasional adalah meningkatnya pen-
dapatan perkapita — suatu pandangan produktif ekonomis an
sich yang kuno dan obsolit,

(2). Pembargunan nasional adalah preses meluasnya
kapabilitas rakyat (development is a process of expansion of
people’s capability) - Amartya Sen (1983).
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(3). Pembangunan nasional adalah proses meningkatnya
“nilai-tambah ekonomi” dan sekaligus “nilai-tambah  sosial-
kultural” - Sri-Edi Swasono (2004). Dari sinilah maka pemba-
ngunan relevan dengan munculnya fungsi-fungsi dar peranan-
peranan baru dalam pembangunan,

{(4). Pembangunan nasional adalah proses humanisasi:
proses membangun manusia dan kemanusinan seutuhnya,
artinya pembangunan nasional adalah proses menjadilan masya-
rakat tidak saja “to have more™ tetapi juga “to be more” (Daoed
Joesoef, 2015). Daoed Joesoef mengkaitkan "to be more” dengan
pandangan Mohammad Hatta “meningkatnya kebahagiaan
rakyat” — sesuai pandangan antropologis Meutia Hatta (2017).

(5). Pembangunan nasional adalah proses meringkatnya
partisipasi dan emansipasi rakyat dalam melaksanaksn strategi
pembangunan nasional: suatu strategy which net only, produces
for the mass of the people but in which the mass of the people are
nlso producers, suatu strategi vang tidak hanva umuk mem-
produksi kepentingan rakyat banyak, tetapi rakyat bamvak itulah
vang menjadi produsen-produsennya - Rajni Kotari (1676).

(6). Proses pembangunan adalah munculnya fungsi-
fungsi baru, peranan-peranan baru dan hal-hal vang serba baru
sebagai tuntutan perkembangan dan perubahan vang dibutuhkan
itaupun dikehendaki masyarakat dan vang telah merubah tata
nilai = Sri-Edi Swasono (1987).

(7). Pembangunan Nasional mengembangkan baik
cknologi tepat-guna (interme-diate/appropriate technology
Small is Beautiful-nya Schumacher), maupun teknalogi ting-
Zifeanggih untuk kesejahteraan, kemakmuran, dan harkat
nartabat rakyat. Teknologi tidak untuk memperbudak makyat dan
ddak untuk menghancurkan (mendestruksi) nilai-nilai hu-
nanisme  sehingga menjadikan manusia sebagai rebot-nya
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kemajuan teknologi yang berarti mengingkari kodrat alam dan
kedrat Illahi.

(8). Pembangunan adalah proses membangun bangsa
dan vegara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur
sesuai dengan Pancesila,

Apa Itu Ekonomi Rakyat

Telah dikemukakan di Bab I pada halaman 6, bahwa
Sistem Ekonomi Indonesia berdasar pada Doktrin Kerakyatan,
dengan intinya bahwa “kedaulatan ada di tangan ralkyat”,

Ekonomi Rakyat atau grass-roots economy adalah de-
rivat dari Doktrin Rerakyatan Indonesia. Doktrin Kerakyatan
(sejolinya doktrin Kebangsaan) adalah doktrin berdasarkan
diktum “Tahta untus Rakyat”. Kedua doktrin Nasional ini meru-
pakan tanggungjawab dari pendidikan tinggi di Indonesia untuk
dijabarkan dalam kurikulum dan silabus-silabus  untuk
membuat perkuliahan di reang-ruang kelas menjadi relevan
untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai keindonesiaan,

Ekonomi rakyat adalah wujud dari ekonomi yang ber-
basis kemampuan rakyat (people-based economy) dan ekonomi
yang terpusat pada kepentingan rakyat (people-centered eco-
nomy) yang merupakan inti dari Pasal 33 UUD 1045, ter-
utama Ayat (1) dan Ayat (2)-nya.

) Pasal 33 UUD 145

(1) Perokonomifos disusun sebogped usaha bersama lendusar afos asas
huekaladryan (U'VD 1993 as3).

(2) Cubamg-cobang produksl yay penting dagi megara dan pang memgunsal
gt Mg cvang Damgak d kst ok negare (UUD 1944 anli)

(2} Buml, atz, doy kekayoan akem panyg terbandung & dalamey difuased
m Neguru dan dipergunakan satek seleser-rebesar kemakimuran rekypat (UUD 1945

47 Porvbonpmum  vasonal disdmgporabany  bordaser aras  demokrag
chonorel, kebersumoce, offsiens terbendibar, berkefaniutan, beruvwas fingkungen,
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Berikut ini akan digambarkan deskripsi maupun peran
strategis dari ekonomi rakyat.

Deskripsi

Istilah “perekonomian ra‘jat” dan “ekonomi ra'jat” secara
tertulis pertamakali dikemukakan oleh Bung Hata dalam
artikelnya berjudul “Pengaroeh Koloniaal Kapitaal di Indonesia”,
dalam majalah Daulat Rajat, edisi 20 November 1931. Kemudian
stilah dan keadaan “ckonomi rakyat™ yang tertindas dikemu-
kakan dan digambarkan oleh Bung Hatta pada artikel-artikelnya
berjudul *Pendirian Kita™ (Daulat Rajat, 10 September 1932).
“Krisis Dunia dan Nasib Rajjat Indonesia” (Daulat Rafjat, 20
September 1932), "Ekonom Ra'jat” {Daulat Ra'jat, 20 November
1933) dan yang paling monumental adalah artikelaya vang
berjudul “Ekonomi Ra'jat dalam Bahaja” (Daulat Rajiat, 10 Juni
1934). Di antara tulisan-tulisan Bung Hatta antara 1931 dan 1934
Bung Hatta menulis banvak mengenai ckonomi rakyat dan
kesengsaraan rakyat di bawah cultuurstelsel sehagai eksploitasi
regara (staatsexploitatie).

Apa vang dikemukakan oleh Hatta di dalam Daulat
Rajat, 20 November 1931 itu senada dengan orientasi karakyatan
yang kemudian menjiwai kemerdekaan Indonesia untuk
melengserkan “Daulat Tuanku®™ dan menggantikannya dengan
“Daulat Rakyat™. Perekonomian kolonioal kapetaal (kepitalisme
kclonial) ini bermula dengan perompakan VOC, berlakunya
Cultuurstelsel J van den Bosch dan pelaksanaan UU Agraria 1870
oleh pemerintah kolonial Belanda.

Armundinan, sera desgor menpane Aeselssbangae hesafoan dan ke sae ebonomi
mniuoal (aval tumbohas Jaul smandomen)

{5) Xenremruan (edéh lawiw mespenar pelabmnpae poasad i otyr dofam
endong-tmaang Cayat tantbahan Masl! amandemen).
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Perlu dicatat konsistensi Bung Hatta ketika merumuskan
Pasal 33 UUD 1945 ketiga ayotnya sangat people-based dan
people-centered, Tidak heran ketika Bung Hatta mempimpin
Panitia Pemikir Siasat Ekonomi (1947) ekonomi rakyat dan
kepentingan rakyat mendapat prioritas dan kemudian sebagai
Perdana Menteri (19409) secara eksplisit Program Kabinet-nya
(butir 4) menegaskan untuk “...Berusaha memperbaiki ckonomi
rakyat...", dst.

Ekonomi rakvat adalah riil dan konkret. Oleh karena itu
lebih tepat apabila kita meninjaunya dari segi kenyataan yang
ada secara sederhana, melalui commeon sense, yaitu bahwa kita
memiliki pertanian rakyat, perkebunan rakyat, perikanan
rakyat, tambak rakyat, pelayaran rakyat, kerajinan rakyat, in-
dustri rakyat, penggalian rakyat, pertambangan rakyat, per-
tukangan rakvat, bahkan yang teramat penting bagi kehidupan
sehari-hari adalab kahwa kita memiliki dan hidup dari pasar-
pasar rakyat. Kita kenal pula ekonomi rakvat yang berbasis
komoditi seperts kopra rakyat, kopi rakyat, karet rakvat,
cengkeh rakyat, tembakau rakyat, dan seterusnya, yang menjadi
penyangsa/sokogury bagi industri prosesing di atasnya.

Keberadaan ekonomi rakyvat justru tidak boleh dilihat dan
segi pemihakan semeta-mata, apalagi dari segi caritas-filantropis.
Ekonomi rakyat justru mempunyai peran strategis di dalam
sistem dan struktur ckonomi.

Dengan peran strategisnya ekonomi rakyat memberikan
kontribusi sangat besar terhadap kehidupan ekonomi nasional
daerah dan ekonom® nasional. Tidak hanya terhadap GDP juga
terhadap kemudahar hidup dan nilai-tambah non-ekonomi,

Makna Strategis

Makna ekonomi rakyat sehagai strategi pembangunan itu,
antara lain: (1) Dengan rakyat yang secara partisipatori-eman-
sipatori berkesempatan aktif dalam kegiatan ekonomi akan lebih
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menjamin nilai-tambah ekonomi optimal yang mereka hasilkan
dapat secara langsung diterima oleh rakyat. Pemerataan akan ter-
Jadi seiring dengan pertumbuhan. (2) Memberdayakan rakyat
merupakan tugas nasional untuk meningkatkan produktivitas
rakyat sehingga rakyat lebih secara konkret menjadi aset aktif
pembangunan. Subsidi dan proteksi kepada rakyat untuk mem-
bangun diri dan kehidupan ekonominya merupakan investasi
¢konomi nasional dalam bentuk investasi sumber insari manusia
thuman investment), bukan pemborosan atau inefficiency, serta
mendorong tumbuhnya kelas mencngah yang berbasis akar
mamput  (grass-roots). (3) Pembangunan ekonomi rakyat
meningkatkan daya-beli rakyat yang kemudian akan menjadi
2nergi rakyat untuk lebih mampu membangun dirinya-sendiri
‘self-empowering), sehingga rakyat mampu meraih  “nilai-
-ambah ekonomi" dan sckaligus “nilai-tambah sosial® (nilai-
-ambah  kemartabatan). (q) Pembangunan ekonomi rakyat
sebagai pemberdayaan rakyat secara bersama-sama (ber-jemaah)
akan merupakan peningkatan posisi tawar kolektif ‘collective
Sargaining position) untuk lebih mampu mencegah eksploitasi
dan subordinasi ekonomi terhadap rakyat. (5) Dengan rakyat
vang lebih aktif dan lebih produktif dalam kegiatan ekonomi
maka nilai-tambah ekonomi akan sebanvak mungkin terjadi di
dalam-negeri dan untuk kepentingan ekonomi dalam-segeri. (6)
Zembangunan ekonomi rakyat akan lebih menyvesuaikan ke-
mampuan rakyat vang ada dengan sumber-sumber dalam-negeri
vang tersedia (endowment factor Indonesia), artinya berdasar
strategi  yang hanya menggunakan sumber-sumber Jokal
iresources-based) dan terpusat pada rakyat (peaple-centered), (7)
2embangunan ekonomi rakyat akan lebih menyerap temaga kerja.
18) Pembangunan ekonomi rakyat akan bersifat lekih “cepat
menghasilkan” (quick-yielding) dalam suasana ekonomi yang
sesak napas dan langka modal, dst dst. ... (15) Secara keselu-
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ruhannya, butir-butir tersebut di atas akan lebih menjamin ter-
jadinya pembangunar Indonesia, bukan sekadar pembangunan
di Indonesia. (16) Perbangunan ekonomi kerakyatan bertumpu
pada platform bahwa yang kita bangun adalah rakyat, bangsa
dan negara. Pembangunan pertumbuhan ekonomi (GNP) adalah
derivat dari platform ini, sebagai pendukung dan fasilitator bagi
pembangunan rakyat, bangsa dan negara, (17) Dalam kenyataan,
ekonomi rakyat marpu menghidupi sebagian terbesar dani
rakyvat Indonesia, di tsngah-tengah pasang-surutnya sektor per-
ekonomian formal-mcdern, sejak awal kemerdekaan hingga saat
ini. {18) Sclama ini, khususnya dalam masa-masa sulit, ekonomi
rakyat memberikan la>angan kerja dan juga memberi kehidupan
murah (low cost economy dan low cost of living) kepada rakyat,
khususnya kepada buruh-buruh korporasi-korporasi besar
berupah rendah. Dengan kata lain ekonomi rakyat memberi
trickle-up effect atau mensubsidi perekonomian besar. (Proses
trickie-down effect neoliberalistik menjadi Musif dan delusif), (19)
Pendekatan kooperativisme dalam membangun ekonomi rakyat
akan  menumbubkan  kekvatan ekonomi  berganda-ganda
(sinergisme propagatif).

Tentu kita tidak harus berhenti pada butir 20 saja. Peran
strategis ekonomi rakyat ini harus benar-benar dipahami.
Wadah ekonomi rakyat yang paling tepat adalah koperasi.
Koperasi merupakan badan usaha ckonomi yang berwatak sosial,
yvang menampung perikehidupan kebersamaan dengan saling
bekerjasama tolong-menolong, bergotong-royong alamiah seperti
komunitas semut, heik dalam memproduksi, mengkonsumsi,
mendistribusi mavpun dalam mempertahankan diri.

Triple-Co: Ekonomi Rakyat dan Peredaman Kapitalisme

Prinsip Triple-Co vang akan saya kemukakan di bawah ini
langsung berkaitan dengan Doktrin Kerakyatan, artinya rakvat
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adaluh actor-aktor ekonomi yang berperan integral dalam
perekonomian nasional,

Pasal 33 UUD 1945 sebagai salah satu sumber hukum
yang menempatkan ekonomi rakyat sebagai derivatnva, tidaklah
anti besar, namun menghendaki yang besar itu hendaknya
dimiliki  oleh  banyak pihak  Internasional  Cooperatif
Alliance/ICA barusan (2007) telah menampilkan goo profil
“koperasi kelas dunia” yang tidak kalah besarnya dan korporasi-
korporasi dunia yang terkemuka, sekedar sebagai comtoh bahwa
yang besar itu dimiliki oleh banyak orang.

Sistem ckonomi Kolonial yang liberalistik dan indivi-
dualistik perlu “di-Pasal 33-kan® melalui konsepsi Triple-Co
untuk meredam kadar kapitalisme.

Mewujudkan Triple-Co adalah suatu upaya riil untuk
membentuk “kebersamaan” dalam kehidupan ekonorai berdasar
demokrasi ekonomi, yaitu membentuk co-ownership (ikut serta
dalam pemilikan bersama), co-determination (medezeggenschap
atau ikut serta menilik dan ikut menentukan kebijaksanaan
perusahaan), dan co-responsibility (ikut serta bertanggung-
jawab). Triple-Co mengintegrasikan perekonomian nasional,

Sebagai contoh, prinsip Triple-Co menuntut agar saham
INDOSAT sebagai usaha nasional, seharusnva tidak dijual ke
usaha swasta (asing), tetapi sebaliknya berdasar pricsip co-ow-
nership seharusnys pemilikan mendahulukan kepentingan para
pemangku kepentingan para clienteles, scperti pelanzgan peng-
guna jasa telpon, termasuk para pelanggan pemilik ponsel seba-
gai komponen dalam jajaran commond-bond badan usaha ini,
Dengan demikian terjadi pemilikan bersama dan pemerataan
pemilikan sebagai upaya restrukturisasi ekonomi melalui peme-
rataan pemilikan. Pemilikan tersebar seluas-luasnya,

Dalam demokrasi ekonomi havus diwujudkan partisipasi
dan emansipasi ekonomi. Sistem ekenomi subordinasi dalam
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bentuk hubungan ekonomi *Tuan-Hamba®, “Majikan-Buruh”
ataupun “Taoke-Koelie™ ala Cultuurstelse! harus ditinggalkan.
Sebagai misal, hubungan antara Inti dan Plasma Qi dalam PIR
(Perkebunan Inti Rakyat) seharusnyalah berupa hubungan yang
participatory-emancipatory, bukan hubungan subordinasi yang
discriminatory, vang menumbuhkan ketergantungan pihak
plasma-rakyat kepada majikan-inti. Pemilikan pabrik pengolahan
di dalam sistem PIR harus berdasar prinsip Triple-Co seperti
dikemukakan di atas, antinya plasma-rakyat ikut memiliki saham
perusahaan, ikut menentukan kebijaksanaan perusahaan dan
sekaligus ikut bertanggungjawab. Kredit perbankan pun harus
diatur sesuai dengan prinsip Triple-Co, artinya kredit perbankan
tidak hanya diberikan kepada para investor besar (Majikan Inti),
tetapi juga diutamakan kepada para petani (Plasma Rakyat), kre-
dit pembangunan dan pengembangan pasar-pasar rakyat tidak
diberikan kepada para developers pengembang pasar, tetapi
kredit hendaknya langsung diberikan kepada para pedagang
pengguna kios pasar, melalui equity loan. Barangkali ini menjadi
tugas besar bagi Bank BRI vang sejuk awalnya adalah bank untuk
rakyat dengan nama bank Koperasi Tani dan Nelayan.

Semacam Triple-Co dilaksanakan di Amerika Serikat
sejak hampir setengah abad yang lalu, yang diberi nama ESOP
(Employee Stock Ownership Program). Bung Hatta lebih awal
dari ide ini, pada tabhun 1947 scbagai Ketua *Panitia Pemikir
Siasat Ekonomi” (cikal-bakal BAPPENAS) telah direncanakan
perlunya buruh memiliki saham perusahaan dan berkoperasi.
Dengan demikian ibaratnya Kita memasukkan paham kooperatif
di dalam badan usaha nonkoperasi,

Sckarang BUMN-BUMN banyak dijuali dengan me-
langgar Pasal 33 UUD 1945, gerakan perekonomian rakyat
mestinya tidak boleh tinggal diam termangu. Rakyat harus ikut
memiliki BUMN, terutama rakyat yang memiliki kaitan usaha
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dengan BUMN bersangkutan, sebagai unsur comrion bond
kaitan-kaitan produksi {suppliers, workers), distribusi (mar-
keting agents, distributors, petailers, salesmen) dan konsu-
men/pelangganan (consumers, final users).

Renungan Akhir Tahun: Kasus Ideologis dan Budaya

Sejak beberapa lama tanpa sungkan-sungkan Indonesia
menyongsong hadirnya liberalisme. Sistem ekonomi liberal telah
sejak lama diwaspadai oleh Mr, Wilopo, mantan Perdana Menteri
RI, yang pada bulan 23 September 1955 berdebat dengzn Widjojo
Nitisastro, yang baru lulus sarjana ekonomi FEUI, tenteng makna
ayat 1 Pasal 38 UUDS, vang persis sama dengan ayat 1 Pasal 33
UUD 1045 asli.

Mengenai masuknya paham liberalisme ekonomi yang
sertentangan dengan Konstitusi kita, mari kita tengok ke
2elakang.

Kita boleh merasa ganjil, mengapa Bung Karno yang pada
7 Januari 1965 menyatakan keluar dari PBB, padahal sebelumnya
meneriakkan “go to hell with your aid” kepada imperialis Barat.
Tentu mengherankan, 2 tahun kemudian Bung Karno-lah yang
nenandatangani UU No, 1/1667 tentang Penanaman Modal
Asing, vang RUU-nya dikonsultasikan dengan Kedubes Amerika
di Jakarta. Saya ingin membela Bung Karno, yaag dalam
<eterpaksaan politik menjelang Orde Baru, toh Bung Karno tetap
mempertahankan pesan Konstitusi, khususnya Avat 2 Pasal 33
JUD 1945.

Pada Pasal 6 UU No. 1/1967 ini menyatakan: Ayat (1).
Bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penmanaman modal
asing secara penguasaan penuh ialah bidang-bidang yang penting
Dagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak,
sebagaimana pada ayat-ayat berikut: (a). pelabuhan-pelabuhan;
ib). produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk
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umum; {¢). telekomunikasi; (d). pelayaran; (e). penerbangan; (f).
air minum; (g). kereta api umum; (h). pembangkitan tenaga
atom; (i). mass media, Ayat (2). Bidang-bidang vang menduduki
peranan penting dalam pertahanan Negara, antara Jain produksi
senjata, mesiu, alat-alat peledak dan peralatan perang dilarang
sama sekali bagi modal asing. Sedangkan Ayat (2) menyatakan:
Bidang-bidang yang menduduki peranan penting dalam
pertahanan Negara, antara lain produksi senjata, mesiu, alat-alat
peledak dan peralatan perang dilarang sama sekali bagi modal
asing.

Sementara Pasal 7 UU No. 1/1967 menyatakan: Selain
yang tersebut pada Pasal 6 Ayat (1), Pemerintah dapat
menetapkan pula pembatasan terhadap investasi asing untuk
bidang-bidang usaha tertentu di mana tidak boleh Jagi ditanam
modal asing,.

Inilah pesan sakral Bung Karno untuk mempertahankan
ruh Pasal 33 UUD 1g45 di dalam UU No. 1/1967.

Liberalisasi Mewwud Deregulasi

Selanjutnya pada periode akhir Orde Baru, para teknokrat
kita nampaknya “membiarkan” munculnya PP No. 20/1994, yang
terang-terangan membabat nasionalisme ekonomi yang masih
dipangku oleh UU No. 1/1967.

Tragedi memuncaknya arus liberalisme tak dapat
dihindari. Teknokrasi di bidang kehidupan ekenomi terus
terdorong melakukan liberalisasi dengan istilah  siluman
“deregulasi”. Tentu ini bertentangan dengan komitmen para
teknokrat kita yang sama, yang komited pada pesan Bung Karno
1965, bahwa “praktek-praktek liberal dalam pembangunan
harus kita kikis habis sama sekali” (lithat halaman ¢ makalah

i).
= Akibat kelengahan kaum teknokrat memajukan dan
memandirikan ekonomi Indonesia, Presiden Soeharto pada

65

:ahun 1998 dibiarkan tak terbela, tunduk terhadap petugas IMF,
‘erdikte menandatangani Lol. Sekaligus tragedi ini merupakan
sertanda anjloknya prestasi teknokratis dari birokrasi regara kita
saat itu.

Era Reformasi kiranya telah berubah menjadi era defor-
masi. UUD 1945 asli diamandemen 4 kali, paham liberalisme
makin mengakar. Muncullah UU No, 25/2007, sebagai samaran
kebijakan “deregulasi”-nya Konsensus Washington, vang tidak
saja mengemban paham ekonomi liberalistik, tetapi juga mene-
gaskan kaidah imparsial, yaitu tuntutan menyetarakan investor
asing dengan investor nasional vang masih lemah. Sikap
imparsial ini tentulah justru diskriminatif terhadap anak-negeri
kita yang tak seimbang kapabilitas ekonominya, UU Now 25/2007

inilah yang benar-henar menggelar karpet merah bagi investor
asing.

Opportunity Cost yang Terlalu Mahal: Rakyat Kehilang-
an Kesempatan Berpengalaman

Baru-baru ini (16 November 2018) Pemerintah memu-
tuskan Paket Kebijakan Ekonomi Ke-16. Dalam kebijakan itu ada
54 bidang usaha yang boleh 100 persen menggunakan modal
asing, vang berarti pembebasan 54 bidang usaha dari Daftar
Negatif Investasi (DNI). Alangkah ngawurnya bahwa untuk
industri yang tidak memerlukan teknologi canggih, seperti
pengupasan dan pembersihan umbi, industri kain rajut dan
renda, warung warnet, pariwisata, budidaya karzng hias,
dinyatakan bebas terbuka 100 persen untuk investasi asing. Ini
berarti hak rakvat dalam menggarap sendiri perekonomian
rakvatnya dibiarkan terenggut oleh investor asing,

Kita jadi ingat tulisan Bung Hatta pada 10 Januari 1934 di
majalah Daulat Rajat yang berjudul “Ekonomi Rakyat dalam
Bahaya” yang menggambarkan terjadinya Ausschaltunastendenz
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(tendensi menyingkirkan) dan Einschaltungstendenz (tendensi
menyusup) eleh investor asing terhadap ekonomi rakyat.

Paket Kebijukan Ekonomi Ke-16 November 2018 ini
adalah perluasan dari Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2006
sebelumnya, yang telah membuka bebas 176 bidang usaha untuk
investasi asing. Ausschaltungstendenz dan Einschaltungstendenz
bukanlah proses predatorik omong-kosong, mewujud dalam
dihilangkannya DNI,

Memang benar, membuka peluang bagi para investor
asing melalui pengapusan DNI belum tentu dapat menghadirkan
minat berinvestasi mereka. Namun dapat tidaknya penghapusan
DNI ini memancing investor asing bukanlah persoalan
esensialnya, melainkan merupakan masalah ketegaan mem-
promosikan peluang ekonomi di Indonesia secara murahan, yang
mengabaikan hak ekonomi-politik rakyat. Dengan dorongan dari
Pemerintah atau ticak, rakvat kita mampu melakukan usaha
sepele-sepele itu. Irilah wujud rutinitas penggusuran “daulat
rakyat” oleh “daulat pasar”.

Pernyataan Kemerdekaan adalah Pernyataan Kedau-
latan

Ketika pada tahun 1973 saya menghadap Bumng Hatta
menanyakan makna kepada beliau perkataan “mencerdaskan
kehidupan bangsa” yang ada di Pembukaan UUD 1945, saya
makin menyadari  bahwa Proklamasi Kemerdekaan adalah
Proklamasi Budaya.

Barangkali di sinilah kecemasan nasional akhir-akhir ini
muncul tentang melunturnya nasionalisme. Memang terasakan
para elit kita lengah-budava, yaitu lengah mengemban budaya
merdeka, budaya berdaulat, dan budaya mandiri (onafhankelijk),
yaitu suatu kegagalan budayva dalam melepas wnderdog
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mentality-nya zaman kolonial, yang ujungnya adalah tak
mampunya mengemban budaya nasionalistik-patriotik.

Komitmen ideologis dari birokrasi negara kita barangkali
memang amburadul.»

Kita lengah menjaga kedaulatan ekonomi yang memakan
{ngrikiti) Kemerdekaan kita. Kita tidak berdaulat dalam pangan,
bibit, obat dasar, energi, teknologi, pertahanan, tataguna bu-
mi/air/kekayaan alam. Bahkan dalam legislasi kita abai
memegang teguh keberdaulatan ekonomi kita. Apa vang saya
tulis pada halaman 13 sebenarnya mencerminkan adanya
keminderan terhadap tekanan asing, membiarkan seorang
Jenderal yang selalu menang perang menyerah tak terlindungi
kepada seorang petugas IMF,

Demikian juga halnya sekarang. Meskipun Paket
Kebijakan Ekonomi Ke-16 akhirnya dibatalkan. Namun terlalu
spekulatif mengharapkan pembatalan paket ini merupakan suatu
titik-balik untuk kembali ke pesan-pesan Konstitusi kita. Tentu
kita mengharap kelengahan budaya dan kelengahan ideologi
(imaginer mengagumi hebatnya asing) dapat diakhir. Kita
tegakkan nasionalisme ekonomi, artinya kita harus menguta-
makan kepentingan nasional tanpa mengabaikan tanggung jawab
global, Nasionalisme sebagai ruh-nva negara-bangsa (nation-
state) mulai mewujud kembali ketika Presiden Donald Trump
menegaskan “American First... buy American”, dan Perdana

® Says dan Kwik Kion Gie sempat menemul Preséden SBY untuk
menynmpaikan kepeihatisan kami terbadap seorang ekanom di lingkungan Presiden SBY
yarg mengatakan “_nasonalisme sudah kuno, masikin saja ke dalam sabon,.*, Dengan
ramith Presiden SBY menenima keduhan kamd. Totapd entah apa yang tegadi, Pak SBY
justru mnlah meaganghat ekonom ind pada jabatan tinggi, dan tsk me kemuodian ia
diangkat menjadi menteri. Bahkas oda puly menteri yong menginstraksilan kepada
deputi-deputinyn ngar “.tilak nsah idectogiddectogion, lakukan fest proctices saja...”,
mengisvaratkon marakeya paham Gberal dan deldeologisnst dl lingkurgan birokrasi
negara. Liberulisme dan Hbevalisass 1erus berjalan mulus,
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Menteri Inggris mengumumkan tekad bangsanya untuk
melakukan Brexit,

Peluang Bagi Perguruan-Perguruan Tinggi di Daerah:
Dari Konservatisme, ke Populisme dan ke Lokalisme

Saya kutipkan apa yang kiranya relevan dengan gejala
mulai menggeliatnye ekonomi rakyat kita, di samping sebagian
daripadanya tersinghir dan tergusur.

“The localist revolution:..Maybe the next era of public
life will be defined by a resurgence of localism... . Localism is the
belief that power should be wielded as much as possible at the
neighborhood, city and state levels.. . Localismm is thriving
because the national government is dysfunctional while many
towns are reviving...” (David Brooks, The New York Times, 21-22
July, 2018).

Adalah benar yang dia katakan bahwa “keahlian®
bukanlah yang ada di dalam “think tanks®, melainkan ada di
dalam mereka yang memiliki “pengetahuan lokal”, yang mampu
merasakan bagaimana berbagai hal-hal bekerja di tempat spesifik
(vang tentunya penuh dengan local specifics dan local wisdoms).
Ekonomi rakyat terselip di dalamnya.

Secara umum dan keseluruhan belum nampak kebang-
kitan menonjol untuk ekonomi rakyat yang meliputi pertanian
rakyat, perkebunan rakyat, tambak rakyat, pelayaran rakyat,
pertambangan rakyat, palawija rakyat, kopra rakyat, kopi rakyat,
tembakau rakyat, ka-et rakyat, dst dst.

Namun, di keta-kota kita seperti Malang, Surabaya, Solo,
Jogja, Bandung, Pacdang, Medan, Palembang, Makassar dan pasti
juga di beberapa kota lain yang lebih di pelosok, dari observasi
sepintas telah mengisyvaratkan usaha-usaha rakyat tertentu mulai
menggeliat. Yang semula dikenal sebagai usaba tradisional yang
stagnan, ternyata mulai nampak bangkit, seperti usaha kuliner,
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aneka penganan kemasan, hortikultura kita, hidroponika,
«erajinan rakyat dan lain-lain usaha ekonomi kreatif bergerak
bottom-up, mencari jalan keluar melepaskan tradisionalisme-
<onvensional dan mulai menjadi kekuatan ekonomi lokal. Gerak
dinamis ini memberi kesempatan dan kesempatzn berpe-
agalaman maju. Pionir-pionir lokalis semacam ini, sesvai dengan
‘stilah David Brooks, merupakan “the crucial power-center at the
dp of the shovel, where actual work is being done”. Entah
darimana nrew entrepreneurial spirit ini muncul. Ini perlu
menjadi obyek penelitian bagi perguruan-perguruan tinggi di
daerah untuk menegaskan identitas dan eksistensi lokalnya.

Barangkali perlu saya angkat di sini pandangan Rajni
Kotari (1976) sebagai titik-tolak retorik-idealistik yang mene-
kankan peran substansial rakyat dalam kehidupan ekonomi, ia
mengatakan perlunya mendesain suatu strategi: “...strategy
which not only produces for the mass of the people bu* in which
the mass of the people are also producers..." (strategi *ang tidak
hanya memprodusir kebutuhan masa rakyat yang banyak, tetapi
vang masa rakyat yang banyak itu adalah produsen-predusennya
sendiri).

Jadi alangkah menyedihkannya bahwa kebutukan rakyat
kita bukan dipenuhi oleh hasil-hasil produksi rakyat, melainkan
diimpor. Di atas telah saya kemukakan bahwa kita tidak ber-
daulat dalam pangan, bibit, obat dasar, teknik industti, ekspor-
impor, energi, teknologi, pertahanan, tataguna bumi/air/ke-
kayaan alam, bahkan kita tidak berdaulat dalam legislasi. Kita
patut sedih salah mendesain strategi pembangunan yang meng-
abaikan peran ekonomi rakyat. Seharusnya rakyat dimampukan
dan diberdayakan serta diberi kesempatan menghasilkan produk-

To



produk seperti apa yang diimpor saat ini, seperti ada di catatan
kaki di bawah ini, 2

Penutup: Membangun Lokalis Produktif dan Progresif

Berbicara mengenai kaum lokalis sebagai salah satu
kekuatan untuk kebangkitan ekonomi rakyat, perlu kita meng-
harap peran proaktif tidak saja dari Pemerintah Pusat untuk
meningkatkan alokesi dana pembangunan bagi kebangkitan
usaha-usaha ekonomi rakyat, tetapi juga peran dari Pemda-
Pemda.

Pemda-Pemda memang harus paham mengenai local
specifics di daershnya masing-masing, artinya paham dan
responsif akan aneka potensi daerah-daerahnya.

Saya berpikit mengapa the think fanks di Pusat tidak
memikirkan menyetcp produk-produk impor yang perekonomian
rakyat mampu memproduksinya sendiri? Ini menyangkut per-
timbangan opportunity cost komoditi impor terhadap komoditi
hasil rakyat.

Kampus kita harus mampu menghasilkan wisudawan-
wisudawan dalam trend transformatif ke arah localist revolution

i Depoti Statistik Bidang Diastribosi dan Jasa BPS, Smsmito Hadi Wibowo
mengatakun, selain ponsel, lmpor bornng konsumsi ying meningkat di Oktober inl adalsh
hohan pangun, seperti gandum, pakan teenak, dan lainnya: 1. Berus sehesar US$ 480,33
juty; 2 Jagung sebesar USS 174,52 juta; 3, Kedelol scbesar USS 816,78 juta; 4. Biji
gandum atan mesin sebesar 158 2,07 mibiar; 5 Tepung terigu sebesar US$ 99,91 juts; 6.
Gl pasic sebesar US$ 69,83 juls; 7. Gula tebu sebesar USS 1,55 midinr 8. Daglng Jenks
lembu sehesar USS 363,56 juta; 9. Jenls lemby sebesar USS 444,66 jutn; 10. Garam
sebesar USS 65,71 juta; 11, Mentega sebesar US$ 72,69 juta; 12, Minyak goreng sebesar
U/S$ 24,76 Juts; 13 Susu sebesar USS 368,05 jutn; 14. Bawang merah so USS$ 1,16
jutn; 15 Bowang putih sebesar US§ 954,52 juta; 16, Kelapn sebesor US$ 804,23 riba; 1.
Kelopa sawst scheaar US$ 1,08 juta; 18, Lada sebesar US$ 23,27 juta; 19. Kenfang sebesar
USS 1428 jutn; 20. Teh selesor USS 26,24 juts; 23, Kopi sebesar US$ 46,21 juta; 22,
Cengheh sebesar USS 60,68 jutn; 23. Kakan sbesar USS 144,74 juta; 24. Cabai segar
nihil; 235 Cabai kening tumb b sehesar USS 30,79 jutn; 26, Cabal uwet sementarm sebesar
US$ 1,23 Juta; 27. Tembaksw sebesar US$ 368,31 juta; 28. *Singhkong sebesar USS 2,26
jutn*; 2. Telur unggns sehosar US$ 12,19 jms,
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semacam ini. Kita perlu mengetahui potensi-potensi lokal secara
mendalam, baik SDA maupun SDM, sebagai kekuatan mem-
bangun kemampuan rakyat.

Di atas telah saya sebutkan tentang strategi membangun
partisipasi dan emansipasi rakyat, saya ulangi apa yang
dikemukakan oleh Rajni Kotari untuk mendesain suatu strategi,
vaitu “... a strategy which not only produces for the mass of the
peuple but in which the mass of the people are also producers.,.”,
Strategi Kotari ini mengandung pilihan opportunity cost yang
menguntungkan rakyat. Prinsip dasar ekonomi kerakyatan
haruslah tetap people-based dan people-centered.

Barangkali sudah saatnya perguruan-perguruan tinggi di
daerah mampu menunjukkan ke khasan mereka untuk menjadi
pusat-pusat kegiatan dan pemikiran pembangunar. ekonomi
rakyat.

Dengan kata lain, kita tidak saja komited pada upaya
membangun unit-unit usaha ekonomi rakyat, tetapi sekaligus
menjadi the guardiaon dari pesan-pesan konstitusi kita.

Perjuangan dalam ruang-ruang kelas di kampus-kampus
kita adalah menghindarkan pembangkangan terhadap Konstitusi
kita. Oleh karena itu AEPI (Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia)
dideklarasikan pada ¢ Februari 2010 di Jakarta oleh para aka-
demisi dari 22 perguruan tinggi di Indonesia, pengamat, jurnalis
dan aktivis lembaga swadaya masyarakat. Tercatat sebagai
pengurus Dr. Revrisond Baswir, Dr. Ichsanuddin Neorsy, Dr.
Syamsul Hadi. Dr. Hendri Saparini, Prof. Ahmad Erani Yustika,
Henry Saragih, Dani Setiawan, Indra Lubis, Salamudcin Daeng.
Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pendirian AEPI aatara lain
Kwik Kian Gie, Prof. Sri-Edi Swasono, Prof. Mochtar Masoed,
Prof. Muhammad Mustofa, Prof. Sediono Tjondronegoro, Prof.
Zulhasril Nasir, Dr. Gunawan Wiradi, Soegeng Sarjadi, Prof.
Mohammad Maksum dan beberapa lagi. Sebagai gerakan dari
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kelompok intelektual yang tegas-tegas menyatakan bahwa
ekonomi politik bangsa ini telah melenceng dari cita-cita
Proklamasi Kemerdekaan, dengan pula sekaligus menyatakan
penclakannya terhcdap neoliberalisme, neokolonialisme dan
pasar-bebas yang menyertai globalisasi. Gerakan AEPI ini
bertekad untuk melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa
untuk mewujudkan perekonomian nasional yang demokratis,
berkeadilan sosial dan mandiri, sebagaimana digariskan oleh
UUD 1945, khususnya Pasal 33.

Dalam makalah ini tidak secara khusus saya mengangkat
topik kebangsaan, namun perlu kiranya saya sampaikan di sini 7
butir “kaidah penuntun nasionalisme” dan “kaidah penuntun
kerjasama” (sebagai paham kooperativisme Indonesia), yang
akan memperkukuh semangat kerakyatan kita, vaitu semangat
“sosio-nasionalisme” dan “sosio-demokrasi®, vang akan saya
tuliskan sebagai Larrpiran.

Yogyakarta, 21-23 Januari 2019

Lampiran
KAIDAH PENUNTUN NASIONALISME

(1). Harus kita sadari bahwa tujuan kita adalah melaksanakan
"pembangunan Indonesia” bukan membiarkan terjadinva sekedar
“pembangunan ‘di’ Indonesia”. Kita bukan penonton pembangunan di
negeri kita sendiri, dan membiarkan orang mancanegara yang
membangun Indonesia, kita harus memupuk sendiri “pengalaman
membangun”, dan tidak teralineasi dari proses pembangunan.

(2). Kita membangun untuk menegaskan menjacE "Tuan di
negeri sendiri”, bukan menjadi “Kuli Inlander di negeri kita sendiri™.

(3). Kita mengutamakan “kepentingan nasional” tanpa meng-
abaikan tanggungjawab global; (4). Kita tidak xenophobic yang anti
asing, namun ekonomi asing tidak beleh mendominasi ckonomi
nasional.

(5). Kita adalah bangsa yang ramah, kita menyukai “kerjasama”
dengan mancanegara manapun, bersamaan itu kita harus menegaskan
bahwa “kerjasama”® dengan pihak mancanegara manapun bukan ajang
untuk mengorbankan “kepentingan nasional” apalagi ‘kedaulatan
nasional™,

(6). “Daulat Rakvat” adalah doktrin nasional kita vang harus
ditegakkan dan tidak boleh digusur oleh "Daulat Pasar",

(7). Diktum politik luar negeri kita adalah “bebas-aktif™ sebagai
landasan untuk senantiasa mengutamakan kemandirian, keberdaulatan
dan kepentingan Bangsa dan Negara.

KAIDAH PENUNTUN KERJASAMA

(1). Saling menghormati.

(2}, Saling tolong-menolong/dukung-mendukung,

(3}, Saling melengkapi/membentuk komplementaritas.

(4). Saling menguntungkan/win-win,

(5). Tidak merugikan mitra kerjasama.

(6). Saling melindungi dari ancaman/kerngian,

(7). Saling menanggung beban/menanggung resiko bersama.
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